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ABSTRAK 

IMPLEMENT AS! KEBIJAKAN TANDA DAFTAR USAHA 
PARIWISATA DI KABUPATEN BULUNGAN 

Maria Erviana 
Mariaerviana4@gmail.com 

Universitas Terbuka 

Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan bertujuan 
untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan informasi kepada semua pihak 
yang berkepentingan. Tanda Daftar Usaha Pariwisata merupakan dokumen resmi 
yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang di lakukan oleh pengusaha telah 
tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata. 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1.) Mendeskripsikan dan menganalisis 
Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan, 
2.) Mendeskripsikan faktor faktor yang menghambat lmplementasi Kebijakan 
Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan, 3.) Mendeskripsikan 
upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan implementasi 
Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk melihat faktor-faktor yang 
berperan dalam menentukan keberhasilan dan kekurangan Implementasi 
Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan. 
Berdasarkan basil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan 
Tanda Daftar Usaha Pariwisata sudah dilaksanakan di Kabupaten Bulungan. 
Namun sejak kebijakan tersebut di implementasikan, hanya 23 pengusaha yang 
mendaftarkan usahanya. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa fakta antara lain: 
(1) Komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan pelaku usaha belum berjalan 
efektif karena belum semua pelaku usaha pariwisata memahami maksud dan 
tujuan Tanda Daftar Usaha pariwisata, (2) Sumber daya manusia dan dana yang 
tersedia pada dinas teknis minim sehingga pelaksanaan implementasi tidak 
maksimal, (3) Sikap pelaksana menunjukan respon yang baik namun belum 
optimal karena belum adanya honorarium tim teknis, ( 4) Standart Operating 
Procedures Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak be1jalan efektif karena 
terkendala persyaratan. Upaya Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk mengatasi 
m1mmnya informasi dengan mengalokasikan sejumlah dana untuk 
mengimplementasikan kebij akan dan upaya untuk mengatasi keterbatasan sumber 
daya dengan menambah stafbaik dari segi kualitas maupun kuantitas. 

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Tanda Dajiar Usaha Pariwisata 
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ABSTRACT 

THE IMPLEMENTATION OF THE POLICY ON THE 
REGISTRATION OF TOURISM BUSINESS IN 

BULUNGAN REGENCY 

Maria Erviana 
Mariaerviana4@gmail.com 

Postgraduate program 
Open University Oflndonesia 

The Implementation of the policy on the Registration of Tourism Business in 
Bulungan Regency aims to give the law guarantee to businessman and to give 
information to all interested parties .. The registration of tourism business is an 
official document proves that the tourism business conducted by businessman has 
been registered in tourism business. This research to study 1.) How does the 
Implementation of the policy on the Registration of Tourism Business in 
Bulungan Regency. 2.) To know the obstacle factors the implementation of the 
policy on the Registration of Tourism Business in Bulungan Regency. 3.) How to 
resolve the obstacle the implementation of the policy on the Registration of 
Tourism Business in Bulungan Regency. This study was done by using descriptive 
qualitative method that explains a problem by exploring the data, in determining 
the sucesss and shortage of The Implementation of the policy on the Registration 
of Tourism Business in Bulungan Regency Based on research result showed that 
the Registration of Tourism Business in Bulungan Regency has run well but not 
yet in a maximum way. Since the policy n is implemented by the government of 
Bulungan Regency only twenty three business of tourism has already registered. 
There were some internal factors : 1.) Communication between the policy 
implementer and businessman had not run effectively so needed the increasing of 
communication's intensity in order to understand the importance of Registration 
of Tourism Business. 2.). Human Resources in tourism service still less and need 
to add the employee. 3.) Executor's attitude to the Implementation of the policy 
on the Registration of Tourism Business in Bulungan Regency showed a good 
response but not optimal yet because incentive not available for controlling the 
business tourism 4.). Bureaucracy structure had run effectively but need to add the 
employees so the work had be done more effectif. The Goverment of Bulungan 
Regency must allocate some money to overcome the lack of information about the 
Registration of Tourism Business and to add the employess both in terms of 
quality and quantity. 

Keywords : The Implementation of the policy, The Registration of Tourism 
Business. 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Gambaran Umum Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten 

Bulungan 

1. Sejarah dan perkembangan Dinas Pemuda Olabraga dan Pariwisata 

Kabupaten Bulungan 

Pembentukan awal adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat 

II Bulungan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Bulungan Nomor 20 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan 

Tata keija Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan. Pada 

Tahun 1999 berubah menjadi Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten 

Bulungan berdasarkan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 32 Tahun 1999 

Tentang pengelolaan urusan di bidang Kepariwisataan pada Kantor Dinas 

Pariwisata Kabupaten Bulungan. Pada Tahun 2001, terbit Keputusan 

Bupati Bulungan Nomor 34 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan 

Tata Keija Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Bulungan dan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 17 Tahun 2002 Tanggalll 

Nopember 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keija Dinas 

Pariwisata Seni dan Budaya. 

Pada tanggal 5 Nopember 2008, terbit Peraturan Bupati Bulungan 

Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Keija 

Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Bulungan.Kemudian pada 

49 
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so 

Tahun 2013, berubah rneltiadi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pernuda dan 

Olahraga Kabupaten Bulungan berdasarkan Peraturan Bupati Bulungan 

Nornor I Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Kabupaten Bulungan. 

Kernudian pada tanggal 14 Desernber 2016 terbit Peraturan Daerah 

Kabupaten Bulungan Nornor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan dan pada tanggal 29 

Desember 2016, terbit Peraturan Bupati Bulungan Nornor 52 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Dinas Pernuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan. 

Dinas Pernuda Olahraga dan Pariwisata Kabnpaten Bulungan adalah 

perangkat daerah yang rnelaksanakan urusan pemerintaban di bidang 

kepernudaan dan olabraga serta bidang pariwisata di Kabupaten Bulungan. 

Terkait dengan bidang pariwisata yang rnempunyai tugas rnerurnuskan 

kebijakan teknis bidang kepariwisataan sehingga terbit Peraturan Daerah 

Daerah Nornor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata di 

Kabupaten Bulungan dan kernudian diirnplernentasikan ke target group 

atau pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Bulungan. 

2. Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemuda Olabraga dan Pariwisata 

Kabupaten Bulungan 

Aparatur Sipil Negara pada bulan Januari 2017 di Dinas Pemuda 

Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan terdiri dari 1 (satu) orang 

Kepala Dinas (Pejabat Eselon II.b), I (satu) orang Sekretaris (Eselon III.a), 
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4 (empat) orang Kepala Bidang (Eselon III.b), ll(sebelas) Kepala Sub 

Bagian dan Seksi (Eselon IV.a) dan 24 orang Pelaksana. 

Pada dasamya Aparatur Sipil Negara di Dinas Pemuda Olahraga dan 

Pariwisata khususnya dibidang kepariwisataan mendukung program dan 

kegiatan dalam Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di 

Kabupaten Bulungan yang merupakan payung hukum dalam menjalankan 

usaha bagi pelaku usaha yang dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi 

bidang yaitu pembinaan dan pengawasan usaha-usaha pariwisata di 

Kabupaten Bulungan 

3. Visi dan Misi 

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah sangat 

dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dan perencanaan 

pembangunan daerah Kabupaten Bulungan sehingga semua langkah

langkah yang disusun dalam Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga 

dan Pariwisata Kabupaten Bulungan sejalan dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan 

2017-2021. Sehingga Visi pembangunan Kabupaten Bulungan untuk lima 

Tahun mendatang adalah " Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai 

pusat pangan berbasis industri". Pengembangan perekonomian Kabupaten 

Bulnngan berbasis pengelolaan sektor pertanian merupakan program 

strategis Pemerintah dan pembangunan agribisnis akan berdampak 

langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Misi merupakan serangkaian langkah yang bertujuan untuk mencapai 

sasaran jangka pendek organisasi.Pemyataan misi sangat penting bagi 
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organisasi agar langkah yang di ambil organisasi terarah dan sesuai dengan 

perencanaan yang telah di tetapkan.Adapun misi Pembangunan Kabupaten 

Bulungan Tahun 2017-2021 sebagai berikut: 

1) Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai salah satu pusat pangan 

nasional 

2) Mewujudkan industri berbasis masyarakat yang berdaya saing tinggi 

3) Meningkatkan aksebilitas infiastruktur dalam upaya mendorong 

percepatan pembangunan ekonomi rakyat,investasi daerah,wilayah 

pendalaman dan terpencil serta pemerataan pembangunan antar 

wilayah 

4) Pemantapan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui 

pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan perluasan lapangan 

pekerjaan serta penerapan teknologi rnaju berbasis agnbisnis. 

5) Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yag tinggi,maju dan sejahtera 

6) Reformasi birokrasi dan revitalisasi lembaga lembaga pemerintahan 

menuju tata pemerintahan yang bersih,transparan dan profesional serta 

berorientasi pada pelayanan publik. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan misi ketiga pada misi 

pembangunan Kabupaten Bulungan Tahun 2017-2021 yaitu meningkatkan 

aksebilitas infiastruktur dalam upaya mendorong percepatan pembangunan 

ekonomi rakyat,investasi daerah, lebih mendekati untuk Dinas Pemuda 

Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan khususnya pada bidang 

pariwisata, sebagairnana tujuan kepariwisataan yang tertuang dalam 

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kapariwisataan untuk 

, 
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meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan percepatan pembangunan 

dan investasi daerah melalui pelaksanaan pariwisata. 

4. Struktur Organisasi 

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana 

bidang Pemuda, Olahraga dan pariwisata yang dipimpin oleh Kepala 

Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan 

pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan Pemuda Olahraga 

dan Pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang 

diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan 

Utara. 

Struktur organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten 

Bulungan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 52 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kelja Dinas 

Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan yang terdiri dari : 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat,membawahi: 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

c. Bidang Layanan Kepemudaan,membawahi: 

1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda 

2. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda 

d. Bidang Pembudayaan Olahraga,membawahi: 
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L Seksi Olahraga Pendidikan,Sentra Olahraga dan Olahraga 

Rekreasi,Tradisional dan Layanan Khusus 

2. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga 

e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga,membawahi : 

1. Seksi pembibitan,IPTEK, tenaga keolahragaan, promosi olahraga 

dan olahraga prestasi 

2. Seksi standarisasi dan infrastruktur olahraga 

f. Bidang Pariwisata, membawahi : 

1. Seksi usaha kepariwisataan 

2. Seksi destinasi dan promosi kepariwisataan 

g. Kelompokjabatan fungsional; dan 

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Lebih jelasnya tugas pokok dan fungsi dibidang pariwisata adalah 

sebagai berikut : 

L Bidang Pariwisata mempunyru tugas merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan teknis bidang kepariwisataan, 

melaksanakan pemantauan,evaluasi, pelaporan, pembinaan, 

pengembangan, pemanfaatan, fasilitasi, pengkajian dan koordinasi 

pelaksanaan destinasi pariwisata,pemasarnn pariwisata,atraksi 

wisata budaya,pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfuatan 

dan perlindungan hak kekayaan intelektual serta pengembangan 

sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. 

2. Dalam melaksanakan tugas bidang pariwisata menyelenggarakan 

fungsi: 
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a. Perurnusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang 

kepariwisataan. 

b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang 

kepariwisataan. 

c. Pembinaan, pengembangan, pengawasan, pemanfuatan, fasilitasi 

dan koordinasi penyelenggaraan destinasi pariwisata, pemasaran 

pariwisata, atraksi wisata budaya, pengembangan ekonomi 

kreatif melalui pemanfuatan dan perlindungan hak kekayaan 

intelektual serta pengembangan sumber daya pariwisata dan 

ekonomi kreatif. 

d. Penyusunan rencana induk pengembangan sumber daya 

kepariwisataan dan obyek wisata;dan 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

tugas dan fungsinya 

Pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata pada bidang Pariwisata 

yaitu pada Seksi Usaha Pariwisata. 

1. Seksi Usaha Pariwisata mempunyai tugas melalrukan penyiapan 

bahan perencanaan, perumusan kebijakan tekuis, koordinasi, 

pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan bidang Usaha 

Kepariwisataan. 

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Usaha 

Kepariwisataan mempuoyai uraian tugas: 

a Melakukan penyusunan rencana dan program kerja seksi; 

b. Melakukan inventarisasi usaha kepariwisataan; 
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c.Melakukan penyusunan standarisasi perizinan usaha 

kepariwisataan; 

d.Melakukan pembinaan dan pengawasan tanda daftar usaha 

pariwisata; 

e.Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusm 

pariwisata dan ekonomi kreatif; 

£Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaaii. 

program dan kegiatan seksi; dan 

g.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

B. Hasil Penelitian 

1. Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten 

Bulungan. 

Implementasi Kebijakan merupakan tahapan yang terpenting atau krusial 

dari suatu kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan proses 

dimana suatu kebijakan dilaksanakan melalui program yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar 

Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan dipengaruhi beberapa faktor yang 

dikaji dari teori Goerge C Edward III (1980) sebagai berikut: 

1) FaktorKomunikasi 

Komnnikasi merupakan sebuah proses penyampatan 

ide,konsep,gagasan atas informasi dari si pengirim kepada si penerima 

informasi. Informasi yang diterima oleh si penerima informasi 

diharapkan sama dengan informasi yang disampaikan. Informasi yang 
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diperlukan dalam Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata di Kabupaten Bulungan adalah informasi yang berkualitas 

tinggi, karena akan be!pt:ngaruh pada efektivitas implementasi. 

Salah satu upaya untuk membangun komunikasi antara Dinas 

Pemuda Olabraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan sebagai 

Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang menyelenggarakan kebijakan 

dengan pelaku usaha pariwisata melalui Sosialisasi Peraturnn Daernh 

Nomor 07 Tahun 2014 TentangTanda Daftar UsahaPariwisata. 

Secara umum menurut Goerge C Edward ill (1980) membahas tiga 

hal penting yakni Transmisi, Konsistensi dan kejelasan(c/arity) yang 

akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Transmisi 

Transmisi merupakan faktor pertama yanag berpengaruh 

terhadap komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah pengiriman dan penerirnaan pesan atau berita antara dna 

orang atau Iebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipabami. 

Penyalurnn komunikasi yang baik akan mengbasilkan suatu 

implementasi yang baik pula. Berdasaikan hasil wawancara 

mendalam terhadap pelaksana kebijakan dapat diperoleh basil bahwa 

Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sudah dikomunikasikan 

melalui sosialisasi. Dari basil wawancara dilapangan sebagaimana 

yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan 

Pariwisata Drs.Datu Jamlus mengatakan : 

Peraturnn Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Tanda 
Daftar Usaha Pariwisata yang telah ditetapkan oleh 
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Pemerintah Kabupaten Bulungao ditindak lanjuti melalui 
sosialisasi dan rnemperbanyak Peratwan Daernh tersebut 
dan di bagikao kepada pelaku usaha yang ada diKabupateo 
Bulungan. (wawancara tanggal20 Juli 2017) 

Jawaban hampir sama disampaikan oleh Bapak Drs.H. Hamidan 

MS,MSi selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan 

Terpadu Satu Pinto Kabupaten Bulungan rnengatakan bahwa : 

Sebagai pelaksana kebijakan, kami ikut serta 
mensosialiasikan Peraturan Daerah tersebut yang rnerupakan 
payung hukum penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha 
Pariwisata di Kabupaten Bulungan rnelalui sosialisasi 
kepada pelaku usaha Pariwisata (wawancara tanggall9 Juli 
2017) 

Tanda Daftar Usaha Pariwisata merupakan salah satu dokurnen 

yang rnembuktikan bahwa usaha yang dijalankan o1eh pelaku usaha 

telah terdaftar dalarn daftar usaha pariwisata narnun pelaksanaannya 

hanya dilakukan di tiga kecarnatan pada tahun 2015 seharusnya di 

sosialisasikan di 10 (sepuluh) Kecarnatan yang ada di Kabupaten 

Bulungan sebagairnana yang disampaikan oleh Kepala Seksi Usaha 

pariwisata lbu Rosalena,SE rnengatakan : 

Sosialisasi Peraturan Daerah Nornor 07 Tahun 2014 Tentang 
Tanda Daftar Usaha Pariwisata hanya dilakukan di tiga 
kecarnatan pada tahun 2015 seharusnya disosialisasikan di 
I 0 Kecarnatan yang ada di Kabupaten Bulungan 
(wawancara tanggal 27 Juli 20 17) 

Sernentara hasil wawancara dengan para pelaku usaha pariwisata 

rnengatakan bahwa faktor kornunikasi sangat pentiog dilakukan oleh 

pemerintah agar para pelaku usaha mengetahui adanya Peraturan 

Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata dan selain sosialisasi, media cetak dan non cetak dapat 
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JUga digunakau untuk menyampaikau maksud dan tujuau dari 

kebijakau tersebut kepada para pelaku usaha_ Berikut hasil 

wawaucara dengau Ketua Perhimpunau Hotel dan Restornn 

Indonesia (DPC PHRI) Kabupaten Buluugau Bapak Nurwandi, ST 

mengatakau : 

Menurut saya, sosialisasi sudah merupakau media yang 
tepat namuu media seperti Koran dan radio juga bisa 
diguuakau uutuk meuyampaikan maksud dan tujuan dari 
Peraturan Daerah tersebut (wawancara tauggal 
16 September 2017 

Berdasarkau basil penelitian menuujukan bahwa transmisi sudah 

beijalan cukup baik melalui sosialisasi yang merupakau salah satu 

media untuk menyampaikan maksud dan tujuan yang tertuang di 

dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahuu 2014 Tentaug Tanda 

Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungau meskipun 

pelaksanaaunya hanya dilakukan di tiga kecamatau pada tahun 2015. 

Hal tersebut dapat di libat dari basil triangulasi somber data 

sebagaimana tabel di bawah ini : 

Tabel4.1 
las Triaugul i Somber Data tentaug In tor Transmisi dika 

No SumberData Uraian Kesimpulan 

L Drs Datu Jamlus Sudah Sosialisasi 
Kepa]a Dinas disosialisasikan merupakau salah. 
Pemuda Olabraga satu media yang 
dan Pariwisata dapat digunakan 

uutuk 
2. Drs.H.Hamidan Sudah menyampaikan 

MS,MSi disosialisasikan maksud dan 
Kepala Dinas tujuan dari 
Penanaman Modal Peraturan Daerah 
dan --- Nomor 07 Tahun penJman 
Terpadu Satu Pinto 2014 Tentang 
Kabupaten Bulungan Tanda Daftar 

Usaha Pariwisata 
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3_ Rosalena,SE Sosialisasi hanya yang merupakan 
Kepala Seksi Usaha dilakukan di tiga paynng hukwn 
Pariwisata kecamatan dalam 

menjalaukan 
4 Nurwandi,ST Media yang lain usaha pariwisata 

Kepala DPC PHRI JUga dapat 
Kabupaten Bulungan digunakan untuk 

sosialisasi 
- -Sumber: Olahan Peneliti 2017 

Disamping triangulasi sumber data di alas indikator transmisi 

juga didukung oleh basil triangulasi teknik pengumpulan data 

lainnya sebagaimana label di hawaii ini : 

Tabel42 
Teknik Pengumpulan Data Indikator Transnns1 

Wawaitcara Observasi Dokumentasi 

Sosialisasi merupakan Berdasarkan basil Dokumentasi 
salal! satii media yang pengamatan di lokasi Foto 
dapat digunakan untuk penelitian bal!wa sosialisasi di 
menyampaikan Peratiiran Daeral! 3(tiga) 
maksud dan rujuan Nomor 07 Tal!un 2014 kecamatan 
dari Peratiiran Daeral! tentang Tanda Daftar 
Nomor 07 Tal!un 2014 Usaha Pariwisata telal! 
Tentang Tanda Daftar disosialisasikan oleb 
Usaha Pariwisata dinas teknis dan OPD 
yang merupakan terkait di tiga 
paynng bukum dalam kecamatan yaitu 
me.Yalankan usal!a Kecamatan Bunyu, 
pariwisata Kecamatan Tanjung 

Selor dan Kecamatan 
Tanjung Palas Utara 
pada Tal!un 2015 dan 
tidak disosialiasikan 
dalam bentiik media 
yang lain 

Sumber : Olal!an Peneliti,20 17 

Berdasarkan basil penelitian dapat disimpuikan bahwa 

Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaba Pariwisata d!i 

Kabupaten Bulungan telal! dikomunikasikari dengan baik melalui 

sosialisasi atau pertemuan dengan pelaku usaha di 3 (tiga) 
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kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan dan tidak 

disosialisasikan melalui media lain seperti cetak dan elektronik. 

b. Konsistensi 

Konsistensi merupakan perintah yang disampaikan kepada para 

pelaksana hams konsisten dan mengandung unsur kejelasan 

sehingga memudahkan para pelaksana melaksanakan tugasnya 

dengan baik. Berdasarkan basil penelitian menunjukan bahwa 

indikator konsistensi berupa mekanisme pelaksanaan Perattmm 

Daerah tersebut hams konsisten dan jelas sebingga pelaksanaan 

implementasi dapat beljalan dengan efektif, sebagaimana basil 

wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 

Kabupaten Bulungan Drs.Datu Jamlus mengatakan: 

Mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut sudah konsisten 
dan jelas dan terns diupayakan agar lebih efi:ktif (wawancarn 
tanggal 20 J uti 20 17) 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan 

Drs.H.Hamidan,MS,MSi mengatakan : 

Mekanisme maupun petunjuk pelaksanaan sudah konsisten dan 
sebagai dasar dalam menerbitkan dokurnen Tanda Daftar Usaha 
Pariwisata. (wawancarn tanggal19 Juli 20 17) 

Sedangkan basil wawancarn dengan Kepala Seksi Usaha Pariwisata 

Ibu Rosalena SE mengatakan : 

Implementasi merupakan tahapan yang penting, sebingga 
mekanisme pelaksanaan kebijakan Tanda Daftar Usaha 
Pariwisata hams konsisten dan jelas. (wawancara tanggal 27 
Juli 2017) 
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Berdasarkan basil penelitian menunjukan bahwa · mekanisme 

pelaksanaan Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sndah 

konsisten dan jelas. Hal tersebut dapat di lihat dari basil triangulasi 

somber data sebagai berikut : 

Tabel4.3 
nangu as1 sum r ata tentang n or onsiStens1 I . be d I dikat lCJ 

No SumberData Uraian Kesimpulan 
I. Drs Datu Jamlus Sudahjelas Mekanisme 

Kepala Dinas Pemuda Pelaksanaan 
Olahraga dan Kebijakan Tanda 
Pariwisata Daftar Usaba 

Pariwisata sudah 
2. Drs.H.Hamidan Sudah konsisten dan 

MS,MSi dipahami jelas 
Kepala Din as 
Penanaman Modal 
dan perijinan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten 
Bulungan 

3. Rosalena,SE Cukup 
Kepala Seksi Usaha dipahami 
Pariwisata 

.. 
Sumber: Olahan Peneliti,2017 

Disamping triangulasi somber data di alas, indikator 

konsistensi juga didukung dari basil triangulasi teknik 

pengumpulan data sebagaimana tabel di bawah ini 

e engunp ons!Stens1 T knikP 
Tabel4.4 

ulan Data I<! 
Wawancara Observasi Dokumentasi 

Mekanisme Berdasarkan basil Juknis Tanda 
Pelaksanaan pengamatan di lokasi Daftar Usaba 
Kebijakan Tanda penelitian bahwa Pariwisata 
Daftar Usaba mekanisme atan tata cara 
Pariwisata sndab pelaksanaan sudab 
konsisten dan jelas konsisten dan jelas .. 

Sumber Olahan Peneliti 2017 

43340.pdf 



63 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disirnpulkan bahwa 

mekanisme Pelaksanaan Kebijakan Tanda Daflar Usaha Pariwisata 

sudah konsisten dan jelas, hal tersebut berdasarkan data Petu~uk 

Teknis Tanda Daflar Usaha Pariwisata yang berisi pedoman dalam 

penyelenggaraan usaha pariwisata. 

c. Kejelasan 

Kejelasan merupakan petunjuk pelaksanaan hams 

dikomunikasikan deogan jelas kepada pelaksana kebijakan sehingga 

pelaksanaan irnplementasi kebijakan dapat beljalan dengan baik.. 

Kejelasan mengenai tujuan dan subtansi yang tertuang didalam 

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar 

Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan. 

Berdasarkan basil wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda 

Olahraga dan Pariwisata Drs Datu Jamlus mengatakan : 

Tujuan dan subtansi Peraturan Daerah tersebut sudah jelas 
dan sudah dipahami oleh pelaksana kebijakan.. Dm 
pelaksanaannya terns diupayakan agar pelalru usaha dapat 
memahami pentingnya Tanda Daflar Usaha Pariwisata. 
(wawancara tanggal20 Juli 2017 ) 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Bidang 

Penyelenggaran Perijinan dan Non Perijinan Bapak Drs.Kamaluddin 

mengatakan : 

Tujuan dan subtansi sudah jelas dan dipahami oleh 
pelaksana kebijakan. Peraturan Daerah tersebut sebagai 
dasar dalam pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. 
Namun pelaksanaannya terkendala dengan persyaratan 
(wawancara tanggal 19 Juli 2017) 
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Sedangkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Usaha Pariwisata 

Ibu Rosalena,SE mengatakan : 

Sudah cukup dipahami tujuan dan subtansi Peraturan 
Daerah tersebut, tetapi pelaksanaannya masih ada kendala 
(wawancara tanggal27 Juli 2017) 

Berdasarkan basil penelitian menunjukan bahwa indikator 

kejelasan tentang tujuan dan subtansi Peraturan Daerah Nomor 07 

Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata tersebnt sudah 

jelas dan sudah dipahami meskipun dalam pelaksanannya masih 

terdapat kendala Hal tersebut dapat di lihat dari hasil triangulasi 

surnber data sebagaimana tabel di bawah ini : 

Tabel4.5 
Triangulasi Sumber Data tentang Indikator Kejelasan 

No SumberData Uraian Kesim_jlulan 
1 Drs. Datu Jamlus Sudahjelas Tujuan dan 

Kepala Din as subtansi 
Pemuda Olahraga Peraturan Daernh 
dan Pariwisata Nomor 07 Tahnn 

2014 Tentang 
2 Drs. Karnaluddin Masih ada Tanda Daftar 

Kepala Bidang kendala Usaha Pariwisata 
Penyelenggaraan cukup dipahami 
Perijinan dan Non oleh pelaksana 
Perijinan kebijakan namun 

pelaksanaannya 
3 Rosalena,SE masih ada 

Kepala Seksi Usaha Masih ada kendala 
Pariwisata kendala .. Sumber: Olahan Peneliti,2017 

Disamping triangulasi sumber data di atas indikator kejelasan 

juga didukung oleh hasil triangulasi tekuik pengumpulan data 

sebagaimana tabel di bawah ini : 
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Tabel4.6 
T knikP l Da K . lasan e engumpu an Ia e1e 

Wawancara Observasi Doknrnenlasi 
Tujuan dan subtansi Berdasarkau hasil Pasal 4 ayat ( 2) 
Peraluran Daerah pengamatan dilokasi dalam Peraturan 
Nomor 07 Tahun penelitian bahwa Daerah Nomor 07 
2014 Tentang Tanda Pelaksana kebijakan Tahun 2014 
Daftar Usaha dan pelaku usaha Tentang Tanda 
Pariwisata cukup Ielah memahami Daftar Usaba 
dipahami oleh tujuan dan subtansi Pariwisata 
pelaksana kebijakan yang tertuang 
namun didalam Peraluran 
pelaksanaannya daerah tersebut 
masih ada kendala. yaitu pengusaha 

w.Yib mendaftarkan 
usahannya terlebih 
dahalu kepada 
pemerintah daerah .. 

Somber: Olahan Peneliti,2017 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksana 

kebijakan dan pelaku usaha sudah memahami tujuan dan subtansi 

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar 

Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan sebagaimana yang 

Jertuang dalam Pasal 4 ayat ( 2) pengusaha wajib mendaftarkan 

usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah daerah. Namun 

berdasarkan data di lapangan terdapat beberapa kendala dari pelaku 

usaha sehingga banyak usaha pariwisata yang belum Jerdaftar 

karena banyak usaha yang belum memiliki Ijin Mendirikan 

Bangunan (!MB) yang merupakan persyaratan mendapatkan 

doknrnen Tanda Daftar Usaha Pariwisata. 

Berdasarkau wawancara pada indikator transmisi, konsistensi 

dan kejelasan dapat kita ketahui bahwa: pertama, transmisi 

Implemenlasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di 
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Kabupaten Bulungan telah dikomunikasikan dengan baik melalui 

sosialisasi atau pertemuan dengan pelaku usaha di 3 (tiga) 

kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan dan tidak 

disosialisasikan melalui media lain seperti cetak dan elektronik. 

Kedua, Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata sudah konsisten dan jelas, hal tersebut berdasarkan 

Petlii'Juk Teknis Tanda Daflar Usaha Pariwisata yang berisi 

pedoman dalam penyelenggaraan usaha pariwisata. Ketiga, 

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tenlang Tanda Da&ir 

Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan sebagaimana yang 

tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) bahwa sebelurn usaha dijalankan 

pengusaha wajib mendaflarkan usahanya terlebih dahnlu kepada 

Pemerintah Daerah. Namun berdasarkan data dilapangan terdapat 

beberapa kendala dari pelaku usaha pariwisata sehingga banyak 

usaha pariwisata belurn mendaflarkan usahanya karena belum 

memiliki ljin Mendirikan Bangunan yang merupakan salah syarat 

terbitnya dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa 

komunikasi mengenai Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di 

Kabupaten Bulungan telah dilaksanakan dengan cukup baik, 

transmisi dilaksanakan dengan memberikan sosialisasi kepada 

pelaku usaha pariwisata mengenai Peraturan Daerah Nomor 07 

Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten 

Bulungan, pelaksanaan kebijakan tersebut juga dinilai sudah 

43340.pdf 



67 

konsisten dengan adanya petunjuk teknis Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata yang berisi pedoman dalam penyelenggaraan usaha 

pariwisata di Kabupaten Bulungan. 

2) Faktor Sumber Daya 

Faktor Sumber Daya manusm berperan penting dalam 

implementasi kebijakan publik. Perintah-perintah implementasi 

mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapai jika 

para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang dipedukan untuk 

melaksanakan kebijakan maka implementasi cenderung tidak efektif. 

Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaba Pariwisata di 

Kabupaten Bulungan dalam penyelenggaraannya tentu dipengaruhi 

oleh sumber daya yang tersedia. Menurut Goerge C. Edward ill (1980) 

sumber-sumber penting dalam pelaksanaan kebijakan adalab sebagai 

berikut: 

a. Staf 

Staf merupakan unsur yang paling penting dalam melaksanakan 

kebijakan. Staf yang memadai serta memiliki kecakapan, keablian 

atau keterampilan yang baik dalam melaksanakan tugas agar dapat 

mengimplementasi kebijakan dengan baik. 

Secara umum sumber daya manusia yang ada belum cukup 

memadai untuk melaksanakan Implementasi Kebijakan Tanda 

Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan sebagaimana basil 

wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 

Drs.Datu Jamlus mengatakan : 
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Tanda Daftar Usaha Pariwisata merupakan dokurnen yang 
wajib dimiliki oleh pengusaha Pariwisata, namun staf yang 
ada dibidang Pariwisata hanya 2 (dua) orang dan kita 
sudah upayakan menambah staf yang disiplin ilmunya 
pariwisata sehingga implementasi dapat berjalan dengan 
efektif (wawancara tanggal 20 Juli 2017) 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Seksi Usaha 

Pariwisata Ibu Rosalena,SE mengatakan : 

Untuk saat ini SDM yang ada pada bidang pariwisata 
sangat kurang sehingga dalam pelaksanaan kegiatan 
khususnya dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut 
kepada pelaku usaha tidak sepennhnya efektif.(wawancara 
tanggal 27 Juli 2017) 

Sedangkan Staf pelaksana pada Seksi Usaha Pariwisata Ibn 

Siti Kartika mengatakan : 

Dalam mendukung jalannya implementasi kebijakan 
dikalangan pelaku usaha diperlukan staf yang memadai 
Dibidang Pariwisata, hanya 2 (orang) staf yang ikut 
mengawasi pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.. 
(wawa ncara tanggal 27 Juli 2017) 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa staf 

merupakan sumber yang medukung jalannya suatu kebijakan yang 

efektif. Minimnya staf yang ikut berperan akan berpengaruh pada 

implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di 

Kabnpaten Bulungan. Hal tersebut dapat dilihat dari basil 

triangulasi sumber data sebagai berikut : 
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Tabel4.7 
nan as1 sum er data tentang In T" gul. b dik ator Staf 

No SumberData Uraian Kesimpulan 
I. Drs Datu Jamlus Tidak efektif Staf yang ada 

Kepala Dinas Pemuda bel urn 
Olahraga dan Pariwisata memadai 

2. Rosalena,SE Tidak efektif 
Kepala Seksi Usaha 
Pariwisata 

3. Siti Kartika Tidak 
Staf Pelaksana Pada memadai 
Seksi Usaha Pariwisata 

.. 
Sumber : Olaban Peneliti,2017 

Disamping triangulasi sumber data di atas, indikator staf juga 

didukung oleb basil triangulasi teknik pengumpulan data 

sebagaimana tabel di bawab ini 

Tabel4.8 
e engump1 an "D knik P ui Data Staf 

Wawancara Observasi Dokumentasi 
Staf yang ada Berdasarkan basil observasi Rincian 
belum memadai menunjukan bahwajumlah Pembagian tugas 

staf di bidang pariwisata bidang 
pada seksi usaha pariwisata kepariwisataan 
banya 2 ( dua) orang tecdiri 
dari I orang staf dan I 
( satu) orang petugas 

lab data .. 
Sumber: Olahan Penellh, 2017 

Berdasarkan basil penelitian dapat disimpulkan bahwa staf yang 

memiliki kecakapan dan keterampilan merupakan unsur yang 

penting untuk menunjang program dan kegiatan dalam 

implementasi kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di 

Kabupaten Bulungan. Berdasarkan data dari Dinas Pemuda 

Oiabraga dan pariwisata Kabupaten Bulungan Staf di bidang 

kepariwisataan pada seksi usaba pariwisata banya be!jumlah 2 (dua) 
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orang staf sehingga program dan kegiatan da1am implementasi 

kebijakan Tanda Daftar Usaba Pariwisata tidak beijalan efektit: 

b_ lnfonnasi 

Infonnasi merupakan sumber penting kedua dalam 

implementasi kebijakan_ Infonnasi ada dua bentuk. Pertama 

infonnasi bagaimana melaksanakan suatu kebijakan berupa 

petunjuk pelaksanaan dan data yang diperlukan untuk 

mengimplementasikan kebijakan tersebut 

Berdasarkan basil wawancarn dengan Kepa]a Dinas Pemuda 

Olabraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Drs.Datu Jamlus 

menyampaikan babwa sebagai pirnpinan sudab memberikan 

infonnasi mengenai program-program, mekanisme maupun 

petunjuk pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada 

pelaksana dan kemudian diinformasikan kepada pelaku usaba 

pariwisata di tiga kecamatan pada tahun 2015. 

Infonnasi mengenai program-program, maupun mekanisme 
pelaksanaan Tanda Daftar Usaba Pariwisata sudab di 
infonnasikan namun tidak dilakukan disemua kecamtan 
sehingga belum semua pelaku usaba memabami Kebijakan 
tersebut (wawancarn pada tangga120 juli 2017). 

Ha1 senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang 

Penyelenggaraan Perijinan dan Non perijinan Dinas Penanaman 

modal Perijinan Terpadn Satu Pintu Kabupaten Bulungan sebagai 

Ocganisasi Perangkat Daerab pendukung Bapak Drs. Kamaluddin 

mengatakan : 

Petunjuk dan mekanisme bagaimana melaksanakan 
kebijakan tersebut sudab diinfonnasikan oleh kepa1a Dinas 
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dan ditindak-lanjuti melalui kepala bidang dan 
diinformasikan kepada pelaku usaha namun hanya di tiga 
lokasi karena terbatasnya anggaran. (wawancara tanggal I 
Agustus 20 I 7) 

Sedangkan Kepala Seksi Usaha pariwisata lbu Rosalena,SE 

mengatakan : 

Sudah di informasikan melalui Kepala Bidang dan saya 
menindakl~uti dengan menginformasikan kepada pelaku 
usaha pariwisata namun belum optimal pelaksanaannya 
(wawancara tanggal27 Juli 2017) 

Berdasarkan basil penelitian menunjukan bahwa pimpinan 

sudah memberikan informasi dan petmtiuk pelaksanaan Peratucan 

Daerah Nomor 07 Tahun 2014· Tentang Tanda Daftar Usaha dan 

diinformasikan kepada pelaku usaha pariwisata atau target group 

meskipun hanya dilakukan di tiga kecamatan pada tahun 2015. H3l 

tersebut dapat di lihat dari basil triangulasi sumber data sebagai 

berikut: 

Tabel4.9 
Triangulasi sumber data tentang Indikator lnformasi 

No SumberData Uraian Kesimpulan 
L Drs Datu Jamlus Belum efektif Petunjuk 

Kepala Dinas pelaksanaan da1am 
Pemuda Olahraga kebijakan tersehut 
dan Pariwisata sudah 

diinfunnasikan oleh 
2. Drs.Kamaludin Belum efektif pimpinan dan 

Kepala bidang kemudian 
perijinan dan non diinfunnasikan 
penJman kepada pelaku 

usaha di 3 (tiga) 
3. lbu Rosalena SE Belum Optimal lrecamatan namun 

Kepala Seksi Usaha 7 kecamatan 
Pariwisata lainnya bel urn 

mendapatkan 
infurmasi mengenai 
kebijakantersebut 

- . Sumber: Olahan Penehti,20 17 
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Disarnping triangulasi sumber data di atas, informasi juga 

didukung oleh hasil triangulasi teknik pengumpulan data 

sebagaimana tabel di bawah ini : 

Te knik I Pen~unpuan ata Indikator 
Tabel4.10 

I D 
Wawancara Observasi 

Petwyuk Observasi menunjukan 
pelaksanaan bahwa pimpinan sudah 
dalam kebijakan memberikan informasi 
tersebut sudah kepada pelaksana untuk 
diinformasikan memberikan informasi 
oleh pimpinan dan mengenai petunjuk 
kemudian pelaksanaan kepada 
diinformasikan pelaku usaha di tiga • 
kepada pelaku kecamatan pada tahun 
usaha di 3 (tiga) 2015. 
kecamalan namun 
7 kecamatan 
lainnya belum 
mendapatkan 
infurmasi 
mengenai 
kebijakan tersebut 

.. 
Sumber: Olahan Peneliti,2017 

onnas1 
Dokumentasi 

- Blanko 
persyaratan tanda 
Daflar Usaba 
Pariwisala 

- Juknis 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pimpinan sudah 

menginformasikan kepada pelaksana berupa petunjuk untuk 

melaksanakan kebijakan dan bagaimana harus melakukannya. 

Pelaksana menindaklanjuti dan memberikan informasi kepada 

pelaku usaha pariwisata agar memahami petunjuk teknis yang 

sudah diinformasikan namun pelaksanaannya hanya dilakukan 

ditiga kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan sehingga 

belum semua pelaku usaha pariwisala memahami Kebijakan Tanda 

Daftar Usaha Pariwisala. 

' 
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c. Wewenang 

Sumber lain yang penting dalam melaksanakan kebijakan adaJah 

wewenang dan hal tersebut diperlukan dalam pengambilan 

keputusan. Penggunaan wewenang yang tepat sangat penting 

daJam implementasi kebijakan yang efektif. Kewenangan 

mcrupakan otoritas lcgitimasi bagi para pelaksana dalam 

melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Wewenang hams 

bersifat formal untuk menghindari gagaJnya proses implementasi 

karena dipandang oleh publik implementor tersebut tidak 

terlegitimasi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda . 

Olahraga dan Pariwisata Drs.Datu Jamlus mengatakan : 

Saya sudah menyampaikan kepada bawahan terkait dengan 
program dalam implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha 
Pariwisata di Kabupaten Bulungan, agar di laksanakan sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun proses 
implementasi tidak beijalan efektif karena luasnya wilayah, 
terbatasnya dana dan minimnya staf (wawancara tanggal 20 
Juli2017) 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman 

Modal dan Perijinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bulungan 

Drs.Hamidan,MS,MSi mengatakan : 

.Saya selaku Kepala Dinas, sudah menyampaikan wewenang 
kepada Kepala Bidang agar segera menindaklanjuti 
pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, hanya saja 
pelaksanaannya belum begitu efektif. (wawancara tanggal 19 
Juli 2017) 

Sedangkan KepaJa Bidang Perijinan dan non Perijinan 

Drs.Kamaluddin mengatakan : 
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Saya sebagai kepala bidang menerima instruksi dari Kepala 
Dinas terkait dengan pelaksanaan Tanda Daftar Uaha 
Pariwisata dan sudah menyampaikan kepada bawahan untuk 
melaksanakan sesuai ketentuan (wawancara I Agustus 2017) 

Berdasarkan hasil penelitian ,menunjukan pimpinan sudah 

memahami tujuan dari kebijakan tersebut dan menyampaikan 

kepada Kepala Bidang untuk mengawasi pelaksanaan Implementasi 

Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Hal tersehut dapat dilihat 

dari basil triangulasi sumber data sebagai berikut : 

Tabel4.11 
Triangulasi sumber data tentang Indikator W, 

No SmnberData Uraian 
. 

I. Drs Datu Jamlus Belmn efektif Wewenang 
Kepala Dinas berjenjang yang 
Pemuda Olahraga disamJiilikan 
dan Pariwisata Jrepada bawahan 

sudah jelas dan 
telah di tindak 
Ianjuti • .,.m:un 

2. Drs.H.Hamidan Belmn efektif pelakSanaan 
MS,MSi dilapangau yang 
Kepala Dinas belmn efeklif 
Penanaman Modal 
dan pmjinan 
Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten 
Bulungan 

3 Drs.Kamaludin Dilaksanakan 
Kepala bidang sesuai ketentuan 
perijinan dan non 

. perijinan .. 
Smnber: Olahan Peneiti,2017 

Disamping Triangulasi sumber data diatas,wewenang Juga 

didukung oleh hasil triangulasi teknik pengumpulan data 

sebagaimana tabel dibawah ini : 
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4.12 
e eJ!gumpuan ewenang T knikP I DataW 

Wawancara Observasi Dokumentasi 
Wewenang Observasi rnenuojukan Peraturan 
berjenjang yang bahwa wewenang dari Daerah 
disarnpaikan pimpinan kepada Nom or 07 
kepada bawahan pelaksana dan staf sudah Tahun 2014 
sudah jelas jelas jelas namun proses Tentang 
dan telah di tindak pelaksanaan implementasi Tanda Daftar 
lanjuti namun tidak berjalan efektif Usaha 
pelaksanaan karen a luas Pariwisata 
dilapangan yang wilayah,terbatasnya dana 
belum efektif dan minimnya staf .. 

Sumber : Olahan Peneliti,20 17 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disirnpulkan bahwa kepala 

dinas sudah memberikan mandat kepada pelaksana kebijakan nntuk 

untuk mengawasi pelaksanaan implementasi Kebijakan Tanda 

Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan namun · proses 

pelaksanaan terkendala beberapa faktor yaitu luas wilayah 

kabupaten Bulungan, terbatasnya dana dan minimnya staf sehingga 

pelaksanaan wewewenang tidak berjalan dengan efi:ktif 

c. Fasilitas 

Fasilitas fisik merupakan sumber-sumber penting dalam 

impil!mentasi. Fasilitas berupa kantor untuk rnelakukan koordinasi 

dan fusilitas dana operasional untuk melaksanakan program dan 

kegiatan didalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang 

Tanda Daftar Usaba Pariwisata di Kabupaten Bulungan. 

Implementor mungkin memiliki staf yang memadai, mengerti apa 

yong hams dilakukan akan tetapi tanpa didukung oleh fusilitas 

maupun ·dana untuk membiayai operasional,maka implementasi 

J(ebijakan tidak akan berjalan efekti£ 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda 

Dan Olahraga Kabupaten Bulungan Drs .. Datu Jamlus mengatakan 

Dari segi fusilitas seperti kantor, kendaraan dinas saya rasa 
cukup digunakan sebagai operasional namun dana juga 
merupakan salah satu faktor penting yang menunjang 
lancamya program maupun kegiatan 

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Seksi Usaha 

Pariwisata Rosalena,SE mengatakan 

Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, 
menurut saya belmn efektif diinformasikan kepada Pelaku 
Usaha Pariwisata karena minimnya dana pada Seksi Usaha 
Pariwisata.(wawancara tanggal27 Juli 2017) 

Sedangkan Kepala Bidang Perijinan dan Non Perijinan 

Drs.Kamaluddin mengatakan : 

Bahwa dana merupakan salah satu fuktor yang menunjang 
jalannya satu kegiatan. Dinas penanaman modal sebagai 
dinas yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata 
kepada pelaku usaha bersama tim teknis harus cek lokasi 
untuk meninjau apakah kondisi dilokasi sesuai dengan 
prosedur yang telah ditetapkan,namun minimnya dana 
yang tersedia mengakibatkan peninjauan kelokasi tidak 
maksimaL (wawancara tanggall Agustus 2017) 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fusilitas 

seperti kantor, kendaraan dinas yang dimiliki sudah cukup untuk 

melaksanakan operasianal kantor namun minimnya dana yang 

tersedia mengakibatkan Implementasi Peraturan Daerah tersebut 

tidak beDalan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari basil 

triangulasi sumber data sebagai berikut : 
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Tabel4.l3 
I . 

n~guas1sum be da I dik r Ia tentang n at or F if as 1tas 
No SumberData Uraiau Kesimpulau 
L Drs Datu Jamlus Danayaug Fasilitas yaug 

Kepala Diuas tersedia minim dimiliki cukup 
Pemuda Olahraga namun daua yaug 
dau Pariwisata tersedia untuk: 

mengimplementasi 
2. Rosalena,SE Minimnya dana Kebijakan minim. 

Kepala Seksi Usaha 
I 

Pariwisata 

~ Drs.Kamaludiu Minimnya daua .> 

Kepala bidaug 
perijiuau dau non 
perijiuau 

.. 
Sumber : Olahau Peneliti,20 17 

Disamping Triaugulasi sumber data di atas, fasilitas JUga 

didnkung oleh basil triaugulasi teknik pengumpulau data 

sebagaimana tabel di bawah ini : 

Tabel4.14 
T knikP u1 D F iii e engump1 au ala as tas 

Wawaucara Observasi Dolrumentasi 
Fasilitas yang Observasi menunjnkau DPAbidang 
dimiliki cnkup bahwa fasilitas seperti Pariwisata 
namun dana yang kantor cukup memadai Tahun2015 
tersedia untuk: untnk melakukankoordiuasi 
mngimpleentasikan namun dana untnk 
Kebijakan miuim mengimplementasikan 

kebijakan minim sehingga 
kegiatan hauya dilakukann 
di tiga kecamatan dengau 
benlasarkan DPA T.A 2015 
dana yang dialokasikan 
sebesar Rp. 287.615.000,-.. 

Sumber: Olahau Peneliti 2017 

Dari basil penelitiau dapat disimpulkau bahwa fasilitas fisik 

berupa kautor untnk melak'llkau koordinasi dinilai cnkup baik 

namun daua untuk: mengimplementasikan kebijakan tersebut miuim 
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sebingga pelaksanaan kegiatan dan program dalam Peraturan 

Daerah tersebut tidak maksimal. 

Berdasarkan basil wawancara pada indikator staf, informasi, 

wewenang, dan fusilitas, dapat kita ketahui bahwa: pertama. 

Berdasarkan data dari Dinas Pemuda Olahraga dan pariwisata 

Kabupaten Bulnngan Staf di bidang kepariwisataan pada seksi 

usaha pariwisata banya berjumlah 2 (dna) orang staf sehingga 

program dan kegiatan dalam implementasi kebijakan tidak berjalan 

efektif. Kedua, pimpinan sudah menginformasikan kepada 

pelaksana berupa petunjuk nntuk melaksanakan kebijakan dan 

bagaimana barns melakokannya. Pelaksana menindaldanjuti dan 

memberikan informasi kepada pelaku usaha pariwisata agar 

memahami petunjuk teknis yang sudah diinfurmasikan. Ketiga, 

kepala dinas sudah memberikan mandat kepada pelaksana kebijakan 

nntuk nntuk mengawasi pelaksanaan implementasi Kebijakan Tanda 

Daftar Usaba Pariwisata di Kabupaten Bulnngan namnn proses 

pelaksanaan terkendala beberapa fuktor yaitu luas wilayah 

Kabupaten Bulnngan, terbatasnya dana dan minimnya staf sehingga 

pelaksanaan wewewenang tidak berjalan dengan efektif. Dan 

keempat, bahwa fusilitas fisik berupa kantor nntuk melakukan 

koordinasi dinilai cukup baik namnn dana nntuk 

mengimplementasikan kebijakan tersebut minim sehingga 

pelaksanaan kegiatan dan program dalam kebijakan tersebut tidak 

maksimal. 
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa faktor 

sumber daya belum dapat berpengaruh secara maksimal dalam 

implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di 

Kabupaten Bulungan. Pada dasamya, pimpinan telah memberikan 

informasi mengenai petunjuk pelaksanaan kebijakan, dan telah 

memben""kan wewenang penuh untuk menyampaikan informasi 

kepada pelaku usaha dan fusilitas fisik yang dimiliki juga cukup 

memadai, namun jumlah staf yang dimiliki oleh Dinas Pemuda 

Olahraga dan pariwisata Kabupaten Bulungan Staf di bidang 

kepariwisataan pada seksi usaha pariwisata hanya berjumlah 2 (dna) 

orang dan karena adanya keterbatasan dana untuk 

mengimplementasikan kebijakan tersebut, sehingga pelaksanaan 

kebijakan tersebut juga kurang optimaL 

3) Sikap Disposisi 

Menurut Goerge C. Edward ill dalam W"marno (2005:142-143) 

mengemukakan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi 

merupakan salah-satu fuktor yang mempunyai konsekuensi penting 

bagi implementasi kebijakan yang efektif'_ Jika para pelaksana 

mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan 

terlladap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang 

besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan 

awaL Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau 

menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan 

maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. 
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Dalam implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, 

sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan sangat diperlukan demi 

keberhasilan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Meter 

dan Hom (1975) sikap penerimaan atau penolakan dari aparat 

pelaksana dan kelompok sasaran sangat mempengaruhi keberhasilan 

implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala 

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulungan 

Bapak Drs. Datu Jamlus mengatakan: 

Sikap dan komitrnen para pelaksana dinilai siap namun belum 
sepenuh optimal karena dalam pelaksanaan pembinaan dan 
pengawsan belum tersedia insentif (wawancara tanggal 20 Juli 
2017) 

Sedangkan menurut Kepala Bidang Penyelenggaraan Perijinan dan 

Non perijinan Dinas Penanaman modal Perijinan Terpadu Satu Pintu 

Kahupaten Bulungan sebagai organisasi perangkat daerab pendukung 

Bapak Drs. Kamaluddin yang mengatakan : 

Menurut saya sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan sudah 
baik dan siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut 
sesuai petunjuk pelaksanaan (wawancara tanggal I Agustus 2017) 

Sesuai dengan basil wawancara yang ditujukan kepada kepala 

Seksi Usaha Pariwisata lbu Rosalena,SE bahwa dari sikap dan 

komitmen para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan 

tersebut dinilai siap namun belmn optimal. 

Sikap dan komitrnen pelaksana kebijakan dinilai siap namun tidak 
begitu optimal karena terbatasnya anggaran dalam 
mengimplementasikan kebijakan tersebut kepada pelaku usaha atau 
target group tersebut (wawancara tanggal 27 Juli 2017) 
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Berdasarkan basil penelitian menunjukan bahwa sikap dan 

komitmen para pelaku kebijakan sangat menentukan keberhasilan 

Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten 

Bulungan. Hal tersebut dapat dilibat dari hasil triangulasi somber data 

sebagai berikut : 

Tabel4.15 
Triangulasi Somber Data tentang Indikator Sikap - lSI 

No Somber Data Uraian Kesimvulan 
L Drs Datu Jamlus Siap Sikap dan 

Kepala Dinas Pemuda Olahraga nanJUO komitmen para 
dan Pariwisata bel om pelaku 

optimal kebijakan 
sudah siap 

2. Drs.Kamaludin Sudahsiap nanJUO belum 
Kepala bidang perijinan dan non optimal 
perijinan 

3 Rosalena,SE Bel om 
Kepala Seksi Uaha Pariwisata optimal 

Somber: Olahan Peneliti,2017 

Disamping Triangulasi somber data di atas, sikap disposisi 

didukung oleh basil triangulasi teknik pengumpulan data sebagaimana 

tabel di bawab ini : 

Tabel 4.16 
~ -· ~ ... - -~o~-& - - -- -

Wawancara Observasi Dokumentasi 

Sikap dan Observasi Setiap pelaksana kebijakan 
komitmen para memmjukan sikap menghadiri kegiatan; 
pelaku kebijakan pelaku kebijakan sosialisasi di tingkat 
sudah siap nanJun dinilai siap untuk kecamatan, melakukan i 

belom optimal melaksanakan pengawasan, dan I 

implementasi pembinaan kepada pelaku-
Kebijakan pelaku usaha pariwisata ' 
tersebut seperti ditunjukkan dari I 

dafiaJ: hadir, surat 
._..;alanao dinas I 

Somber : Olahan Peneliti 2017 
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Berdasarkan hasil penelitian dapat disirnpulkan bahwa pelaksanaan 

irnplementasi Kebijakan Daftar Usaha Pariwisata sangat direspon dan 

didukung oleh pelaksana. Dalam pelaksanaan implementasi haruslah 

pelaksana yang berkomitmen dan berdedikasi tinggi agar mendorong 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Disamping itu disposisi akan 

timbul dari pelaksana jika ditunjang dengan insentif yang diberikan 

mendorong pelaksana lebih aktif dan mempunyai komitmen dalam 

menjalankan tugas. 

4) Struktnr Birokrasi 

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang secara keseluruhan 

menjadi pelaksana kegiatan. Implementasi kebijakan memerlukan 

dukungan struktnr organisasi. Kebijakan yang begitu kompleks perlu 

adanya kerjasama dengan banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak 

kondusif maka akan menghambat implementasi kebijakan. 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, menurut Edwards ill, ada 

dual hal karakteristik utama dari birokrasi yaitu Standart Operating 

Procedures (SOP) dan Fragmentasi yang akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

I. Standart Operating Procedures (SOP) 

Struktur organisasi yang melaksanakan kebijakan mempunyai 

pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek aspek 

struktnral paling dasar dari suatu organisasi adalah proseduc

prosedur keija ukuran dasarnya Standart Operating Procedures 

atau SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan 
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mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas orgarusas1, 

bagaimana dan kapan barns dilakukan, dimana dan oleh siapa 

dilakukan. 

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda 

Olabraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Drs. Datu Jamlus 

mengatakan: 

Standart Operating Procedures atau SOP merupakan 
metode atau prosedur kelja dibidang Pariwisata belum 
tersedia, selama ini kami hanya menggunakan Juknis 
Tanda Daftar Usaha Pariwisata.(wawancara tanggal 20 
Juli 2017) 

Sedangkan basil wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman 

Modal dan perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan 

Drs. H. Hamidan, MS, M.Si. mengatakan: 

Standort Operating Procedures atau SOP yang merupakan 
pebmjuk: pelaksanaan sudab jelas namun tidak beljalan efektif 
khususnya SOP Tanda Daftar Usaba Pariwisata karena 
terkendala Ijin mendirikan Bangunan (IMB) .(Wawancara 
tanggall9 Juli 2017) 

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang Perijinan dan 

Non Perijinan Drs.Kamaluddin mengatakan: 

Standart Operating Procedures atau SOP merupakan prosedur 
kerja juga menjadi dasar pelaksanaan Tanda Daftar Usaha 
Pariwisata belum efektif karena 1MB yang merupakaan 
persyaratan untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata 
belum dapat disediakan oleh pelaku usaba pariwisata 
(wawancara Tanggall Agustus 20 17) 

Hasil penelitian menunjuk:an bahwa Standart Operating 

Procedures atau SOP sebagai prosedur kerja tidak beijalan efektif 

karena pelaksanaannya terkendala dengan persyaratan yang harus 
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dilengkapi oleh pelaku usaha pariwisata. Hal tersebut dapat di Iihat 

dari hasil triangulasi sumber data sebagai berikut : 

Tabel 4.17 
Triangulasi somber data tentang Indikator Standart Operating 

Procedures (SOP) 
No SumberData Uraian Kesimpulan 

1. Drs.Datu Jamlus Belum tersedia Standort 
Kepala Dinas Operating 
Pemuda Olahraga ProcedtlJ"es atau 
dan Pariwisata SOP 
Kabupaten Sebagai prosedur 
Bulungan kerja belum efektif 

2. Drs.H.Harnidan Belum efektif 
MS,MSi 
Kepala Dinas 
PeDanaman Modal 
dan perijinan 
Terpadu Satu Pinto 
Kabupaten 
Bulungan 

3 Drs.KamaludiD Belum efektif 
Kepala bidang 
perijinan dan DOD 
perijinan 

.. 
Sumber: Olahan PeDehti 2017 

Disamping Triangulasi somber data diatas, Standart Operating 

Procedures atau SOP didukung oleh hasi1 triangulasi teknik 

pengumpulan data sebagai berikut 

Tahel4.18 
Teknik Pengumpulan Data Standort Operating Procedttrs 
Wawancara Observasi Dokumentasi 

Standort Operating Hasil observasi SOP 
Procedures atau menunjukan bahwa 
SOP Standort Operating 

I Sebagai prosedur Procedures atau 
kerja belum efektif SOP belum efektif 

.. 
Sumber: Olahan Penelitt 2017 

43340.pdf 



85 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Standort 

Operating Procedures atau SOP belum tersedia di Dinas Pemuda 

Pemuda Olahraga dan Pariwisata karena penyelenggaraan Tanda 

Daftar Usaha Pariwisata ijinnya dilimpabkan ke Badan Penanaman 

Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan 

berdasarkan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 34 Tahun 2013 

Tentang Pendelegasian kewenangan namun Standort Operating 

Procedures atau SOP Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berjalan 

efektifkarena terkendala persyaratan. 

2. Fragmentasi 

Fragmentasi merupakan tanggung jawab bagi suatu bidang 

kebijakan yang tersebar di antara beberapa organisasi. Penyebaran 

wewenang dan sumber sumber untuk melaksanakan membutubkan 

koordinasi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda 

Olahraga dan Pariwisata Drs. Datu Jamlus mengatakan : 

Tanda Daftar Usaha Pariwisata pelaksanaannya meh"batkan 
birokrasi lain seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha 
pariwisata. Sejauh ini koordinasi beJjalan cukup baik 
(Wawancara tanggal 20 Juli 2017) 

Sedangkan Kepala Dinas Penanamam Modal dan Perijianan 

Satu Pintu Drsl:lamidan.MS,MSi mengatakan : 

Untuk terbilnya dokumen Tanda Daftar Usaba Pariwisata perlu 
koordinasi dengan Tim Teknis untuk menyamakan persepsi 
dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang 
merumuskan Peraturan Daerah tersebut. Wawancara tangga120 
Juli 2017) 
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Berdasarkan hasil penelitian menunjukan pelaksanaan Tanda 

Daftar Usaha Pariwisata melibatkan birokrasi lain sesuai dengan 

' 
tanggung jawab yang dimiliki agar tercapai tujuan kebijakan. 

Sejauh ini fragmentasi sudah beljalan cukup baik. Hal tersebut 

dapat dilihat dari hasil triangulasi surnber data sebagai berikut: 

Tabel4.19 
Triangulasi surnber data tentang Indikator Fragmentasi 

No SumberData Uraian Kesirnpulan 
1. Drs Datu Jamlus Koordinasi Fragmentasi 

Kepala Dinas Pemuda beljalan cukup sudah berjalan 
Olahraga dan baik cukup bailk 
Pariwisata 

2. Drs.H.Hamidan Cukup baik 
MS,MSi 
Kepala Dinas 
Penanaman Modal 
dan perijinan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten 
Bulungan 

.. 
Sumber: Olahan Penehti, 2017 

Disamping Triangulasi sumber data diatas, fragmentasi 

didulrung oleh basil triangulasi teknik pengurnpulan data 

sebagaimana tabel di bawah ini : 

Tabel4.20 
TeknikPen an Data Fra~entasi 

WaW31lcara Observasi Dokumentasi 
Fragmentasi sudah Hasil observasi Peraturan Bupati 
berjalan cukup bailk menunjukan bahwa Bulungan Nomor 24 

Fragmentasi sudah Tahun 2013 Tentang 
berj~ bailk Pendelegasian - . Smnber: Olahan Peneliti, 2017 

Berdasarkan basil pen.elitian dapat disirnpulkan bahwa 

Fragmentasi berupa koordinasi dengan Organisasi perangkat 

Daerah terkait melalui penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha 
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Pariwisata yang dilimpahkan ke Badan Penanaman Modal dan 

Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan berdasarkan 

Peraturan bupati Bulungan Nomor 34 Tahun 2013 Tentang 

Pendelegasian, sejauh ini fragmentasi berjalan cukup baik. 

Berdasarkan basil wawancara terkait dengan struktur birokrasi 

dapat kita ketahui bahwa: pertama, Standort Operating Procedures 

atau SOP belum tersedia di Dinas Pemuda Pemuda Olahraga dan 

Pariwisata karena penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata 

ijinnya dilimpahkan ke Badan Penanaman Modal dan Perijinan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan berdasarkan Peraturan 

Bupati Bulungan Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian 

kewenangan namun Standart Operating Procedures atau SOP 

Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berjalan efuktif karena 

terkendala persyaratan. Kedua, Fragmentasi atau penyebaran 

tanggung jawab berupa koordinasi dengan organisasi perangkat 

daerah terkait melalui penyelenggaraan Tanda . Daftar Usaha 

Pariwisata yang dilimpahkan ke Badan Penanaman Modal dan 

Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan sejauh ini 

fragmentasi berjalan cukup baik. 

2. Faktor-fuktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Tanda Daftar 

Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan 

Dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata di Kabupaten Bulungan ada 2 (dua) fuktor yang menghambat 
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dalam kaitannya dengan teori Goerge C Edward ill (1980 ) yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Faktor Penghambat Komunikasi menurut teori Goerge C Edward III 

terkait dengan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata 

di Kabupaten Bnlungan bahwa komunikasi merupakan salah satu fak:tor 

penentu bi:rbasilnya suatu implementasi kebijakan publik. MenUIUt 

George C Edward ill (1980) dalam faktor komnnikasi terdapat tiga hal 

yaitu,Transmisi, Kejelasan (clearity) dan konsistensi. Dari iasil 

wawancarn dengan pelaku usaha pariwisata bahwa infonnasi minim 

diterima oleh pelaku usaha pariwisata dan Dinas Teknis terbatas dalam 

memberikan sosialisasi tentang petunjnk teknis dan tata earn pendaftaran 

usaha pariwisata sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua 

Perbimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (DPC PHRI) Kabupaten 

Bulungan Bapak Nurwandi, ST mengatakan : 

Minimnya pendaftaran usaha pariwisata karena terbatasnya 
informasi mengenai Petunjnk Teknis dan Tata Cara Pendaftaran 
Usaha Pariwisata,dan belum semua pelaku usaha pariwisata di 
Kabupaten Bulungan mendapatkan infunnasi bahwa nsahanya 
harus didaftarkan (wawancarn tanggal 16 September 2017) 

Hal senada juga disampaikan Bapak H.Muhammad Saleh selakn 

pengnsaha hotel mengatakan : 

Informasi mengenai Tanda Daftar Usaha Pariwisata masih 
kurang, dan harus dilanjutkan lagi melalui tatap muka antara 
dinas teknis dan pelaku usaha pariwisata atau disosialisasikan 
melalui media cetak manpun non cetak sehingga semua pelaku 
usaha memahami pentingnya dokumen Tanda Daftar Usaha 
Pariwisata sebagai payung hnkum.(wawancara tanggal 
18 September 2017) 
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Sedangkan basil wawancara dengan lbu Agustina Yulianti pemilik Tour 

dan Travel Tanjung Selor mengatakan : 

Inforrnasi minim kami terima dan belum semua pelaku usaha 
pariwisata memahami bahwa ljin Mendirikan Bangunan ( IMB) 
merupakan salah satu syarat wajib disertakan pemohon untuk 
mendapatkan dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata. 
(wawancara tanggal15 September 2017) 

Berdasarkan basil penelitian mcnunjukan bahwa lnformasi mengemai 

Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum 

sepenuhnya optimal dipahami oleh pelaku usaha pariwisata karena 

keterbatasan Dinas Teknis dalam menyampaikan inforrnasi tentang 

Tanda Daftar Usaha Pariwisata.Hal tersebut dapat di lihat dari basil 

triangulasi sumber data sebagaimana tabel di bawah ini ~ 

Tabel4.21 
Triangulasi sumber data tentang hambatan komunikasi 

No SumberData Uraian Kesimpnlan 

I. Nurwandi,ST lnformasi Komunikasi yang 
Ketua Perhimpunan terbatas dibangun antara 
Hotel dan Restoran dinas teknis melalui 
Indonesia DPC PHR! sosialisasi masih 
Kabupaten Bulungan minim sehingga 

belum semua pelaku 
2. H. Muhammad Saleh Inforrnasi usaha mendapatkan 

Pemilik Hotel Grand kurang informasi tentang 
Pangeran Khar TandaDaftar Usaha 

Pariwisata 
3. Agustina Yulianti Infurmasi minim 

Pemilik Tour dan 
Travel Tanjung Selor .. 

Snmber: Olahan Peneliti, 2017 

Disamping Triangulasi snmber data diatas, hambatan juga didnkung 

oleh basil triangulasi tekni'k pengumpulan data sebagaimana tabel 

di bawah ini : 
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Tabel4.22 
Teknik Pengumoulan Data Hambatan Komunikasi 

Wawancara Observasi Dokumentasi 
Komunikasi yang Hasil observasi Dokumentasi sosialisasi 
dibangun an tara menunjukan bahwa 
dinas teknis melalui sosialisasi yang 
sosialisasi masih dilakukan okeh . . 

sehingga Dinas teknis mmtm 
belum semua pelaku terbatas sehingga 
usaba mendapatkan informasi 

. . 
muum 

inforrnasi ten tang diterima oleh pela!m 
Tanda Daftar Usaha usaha pariwisata 
Pariwisata .. 

Sumber: Olahan Peneliti, 2017 

Dari basil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi 

Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sudah dikomunikasikan oleh 

dinas teknis kepada pelaku usaha pariwisata namun belum semua pelaku 

usaha pariwisata mendapatkan informasi mengenai tujuan dan IIIllllfuat 

dari kebijakan tersebut dan banyak pelaku usaha pariwisata 

di Kabupaten Bulungan belum memiliki ljin mendirikan Bangunan 

(1MB ) sebagai salah satu syarat mendapatkan dokumen Tanda Daftar 

Usaha Pariwisata sehingga mengakibatkan minimnya pendaftaran usaha 

pariwisata di Kabupaten Bulungan. 

2) Faktor penghambat Sumber Daya manusia berperan penting dalam 

Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten 

Bulungan. 

Peran penting sumber daya dalam implementasi suatu kebijakan 

disampaikan oleh Hessel (2003 :55) sebagai berikut : " Komando 

implementasi mungkin ditransmisikan secara akuratjelas, dan 

konsisten,namun jika para implementor kekurangan sumber daya yang 
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perlu untuk melljalankan kebijakan,implementasi mungkin tidak berjalan 

efektif .. 

Dari basil penelitian dalam hubungan fuktur sumber daya dengan 

Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten 

Bulungan,terdapat beberapa faktor pengbambat adalah : 

a. Keterbatasan staf baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang ada 

di dinas teknis sehingga penyelenggaran Implementasi Kebijakan 

Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berrjalan dengan efektif 

sebagaimana basil wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Bulungan Drs.Datu Jamlus mengatakan : 

Staf pada bidang kepariwisataan hanya berjumlah 2 ( dua ) orang 
staf yang ikut serta dalam implementasi Kebijakan baik di 
kantor maupun dilapangan, melihat kondisi saat ini jumlah 
usaha mulai berkembang dan hanya dibantu dua orang 
stat:implementasi tidak dapat berjalan dengan efektit: 
(wawancara tanggal 20 Juli 2017) 

Hal senada juga disampaikan oleh Ibn Rosalena,SE kepala Seksi 

Usaha Pariwisata mengatakan : 

Staf pada bidang kepariwisataan hanya berjumlah 2 ( dua) orang 
staf sehingga semua program dan kegiatan tidak beljalan efektif 
(wawancara tanggal27 Juli 2017) 

Sedangkan ibu Siti Kartika staf pelaksana pada Seksi nsaha 

pariwisata mengatakan : 

Dalam mendukung jalaunya implementasi kebijakan perlu staf 
yang memadai karena luasnya wilayah dan nsaha-usaha 
pariwisata mulai berkembang dan jika pelaksanaaunya 
dikeljakan oleh 2 (dua) orang staf maka kegiatan dan program 
dalam irnplementasi kebijakan tidak dapat berjalan dengan 
efektif(wawancara tanggal27 Juli 2017 
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Berdasarkan basil penelitian bahwa hambatan pada faktor 

sumber daya dalam implementasi kebijakan Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata adalah keterbatasan staf dan hal tersebut dapat di lihat dari 

basil triangulasi sumber data sebagaimana tabel di bawah ini : 

Tabel4.23 
Triangulasi sumber data tentang hambatan keterbatasan staf 

No Sumber Data Uraian Kesimpulan 

L Drs Datu Jarnlus, Tidak efektif Stafyang ada 
Kepala Dinas Pemuda pada bidang 
Olahraga dan kepariwisataan 
Pariwisata berjumlah2 (dua) 
Kabupaten Bulungan orangstaf 

sehingga 
2. Rosalena,SE Tidak Efektif Implementasi 

Kepala Seksi Usaha Kebijakan Tanda 
Pariwisata Daftar Usaha 

Pariwisata tidak 
3. Siti Kartika Tidak efektif berjalan dengan 

Staf pelaksana pada efektif. 
seksi Usaba 
Pariwisata 

.. 
Sumber: Olahan penehti, 2017 

Disamping Triangulasi sumber data diatas, hambatan juga 

didukung oleh hasil triangulasi teknik pengumpulan data 

sebagaimana tabel di bawah ini : 

T knikP e engum pu 
Tabel4.24 

lan data hamb atan k t b tasan taf e era s 
Wawancara Observasi Dolrumentasi 

Staf yang ada pada Hasil observasi Rincian Tugas bidang 
bidang menunjukan bahwa kepariwisataan 
kepariwisataan staf yang ada pada 
berjumlah 2 (dua) bidang pariwisata 
orang staf sehingga berjumlah 2 ( dua ) 
Implementasi orang staf. 
Kebijakan Tanda 
Daftar Usaha 
Pariwisata tidak 
berjalan dengan 
efektif. . . 

Sumber: Olahan Penehti, 2017 
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Dari Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi 

Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan 

belum sepenuhnya berjalan dengan efektif karena minimnya staf 

pelaksana baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang ikut serta 

dalam penyelenggaraan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata di Kabupaten Bulungan 

b. Keterbatasan dana atau anggaran _ 

Dana merupakan unsur penting penunJang pelaksanaan suatu 

implementasi kebijakan publik. Keterbatasan dana atau anggaran 

mengakibatkan penyampaian informasi mengenai Kebijakan Tanda 

Daftar Usaha Pariwisata melalui sosialisasi hanya dapat dilakukan di 3 

(tiga) kecamatan Dari basil wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda 

Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Drs.Datu Jamlus 

mengatakan : 

Anggaran yang dialokasikan terkait dengan implementasi 
kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sangat terlJatas sehingga 
penyampaian informasi hanya dapat dilaknkan di 3 (tiga) 
kecamatan sehingga output kegiatan tersebut belum sepenuhnya 
efektif.(wawamcara tanggal20 Juli 2017) 

Sedangkan Ibu Rosalena, SE Kepala Seksi Usaha Pariwisata 

mengatakan: 

Minimnya dana yang tersedia mengakibatkan kegiatan 
implementasi tidak beljalan dengan efektif sehingga sosialisasi 
hanya dilakukan di tiga kecamatan (wawancara tanggal 27 Juli 
2017) 

Berdasarkan hasil penelitian bah\va hambatan pada faktor 

sumber daya dalam implementasi kebijakan Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata adalah keterbatasan dana atau anggaran dan hal tersebut 
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dapat di lihat dari basil triangulasi sumber data sebagairnana tabel 

di bawah ini : 

Tabel4.25 
Triangulasi sumber data tentang hambatan keterbatasan dana 

No SumberData Uraian Kesirnpulan 
1. Drs Datu Jamlus, Belum efektif Anggaran. yang 

Kepala Dinas Pemuda dialokasikan terkait 
Olahraga dan dengan implementasi 
Pariwisata kebijakan Tanda 
Kabupaten Bulungan Daftar Usaha 

Pariwisata san gat 

2. Rosalena,SE Belum Efektif 
terbatas sehingga 
penyampaian 

Kepala Seksi Usaha 
infonnasi hanya dapat 

Pariwisata dilakukan di 3 (tiga) 
kecamatan sehingga 
outpit kegiatan 
tersebut bel urn 
sepenuhnya efuktif 

.. 
Sumber: Olahan penelitl, 2017 

Disamping Triangulasi sumber data diatas, hambatan juga 

didukung oleh hasil triangulasi teknik pengumpulan data 

sebagairnana tabel di bawah ini : 

T knikP e engum puan 
Tabel4.26 
datahamb atan k b eter atasan dan a 

Wawancara Observasi Doknmentasi 
Anggaran yang Hasil observasi Doknmentasi sosialisasi 
dialokasikan terkait menunjukan bahwa di tiga kecamatan 
dengan dana yang 
implementasi dialokasikan pada 
kebijakan Tanda Implementasi 
Daftar Usaha Kebijakan Tanda 
Pariwisata sangat Daftar Usaha 
terbatas sehingga Pariwisata minim 
penyampaian 
informasi hanya 
dapat dilaknkan di 3 
(tiga) kecamatan 
sehingga outpit 
kegiatan terse but 
bel urn sepenuhnya 
efektif 

.. 
Sumber: Olahan Peneltti, 2017 
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3. Upaya:~upaya yang dilakokan Pemerintah Untuk Mengatasi Hambatan 

Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di · Kabupaten 

Biilungan 

Dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata di. Kabupaten Bulungan ada upaya-upaya yang dilakukan 

pemerintah Kabupaten Bulungan terkait dengan hambatan dalam 

implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah sebagai 

berikut: 

1) Keterbatasan Informasi 

Menurut Goerge C. Edward III Sumber sumber penting dalam 

pelaksanan kebijakan salah satunya adalah ketersediaan informasi. 

Berdasarkan basil penelitian diatas dapat kita ketahui bahwa 

informasi mengenai Kebijakan Tanda Daftar Usaha Parwisata di 

Kabupaten Bulungan masih sangat minim. Pada tahun 2015 dinas 

terkait hanya memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha di 3 (tiga) 

kecamatan saja, yaitu: kecamatan Tanjung Selor, Tanjung Palas 

Utara, dan Kecamatan Bunyu. Seharusnya cakupan sosialisasi ini 

diperluas. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas 

Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Bapak Drs Datu Jamlus 

mengatakan : 

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan sosialisasi sangat terbatas, 
selain itu staf yang kami miliki juga terbatas. Untuk kegiatan 
ditahun-tahun mendatang akan kami upayakan untuk memperluas 
jangkauan sosialisasi mengenai Kebijakan tersebut dengan cara 
menambahkan anggaran untuk sosialisasi baik yang bersifat 
ofline maupun online. (wawancara pada tanggal 20 juli 20 17). 
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Jawaban hampir sam a disampaikan oleh Bapak 

Drs.H.Hamidan,SE,MSi selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan mengatakan : 

Dana merupakan point penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan 
agar beijalan efektif. Oleh karena itu Pemerintah Daerah hams 
menambah dana untuk memudahkan dinas teknis melakukan 
sosialisasi baik dengan tatap muka maupun melalui media lainnya. 
(Wawancara tanggal 19 Juli 2017) 

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Rosalena,SE selaku kepala 

seksi usaha pariwisata mengatakan bahwa : 

Pada Tahun 2015 ,kam.i melakukan sosialisasi hanya di 
Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Utara, dan 
kecamatan Bunyu dan belum bisa dilakukan 7 kecarnatan lainnya 
di Kabupaten Bulungan. Untuk: kedepannya karni akan 
mengajukan penarnbahan dana untuk pelaksanaan sosialisasi 
Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar 
Usaba Pariwisata di Kabupaten Bulungan. (wawancara tanggal27 
Juli 2017) 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa informasi 

yang tersedia untuk pelaku usaba sangat terbatas, sehingga pelaku 

usaba be1um memahami secara baik mengenai tujuan dan manfaat 

dari kebijakan tersebut. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bulungan untuk mengatasi hal tersebut dengan cara meningkatkan 

jumlah anggaran yang dikhususkan untuk sosialisasi secara offline 

maupun online melalui media yang tersedia baik itu media cetak 

maupun website. Hal tersebut dapat di lihat dari hasil triangulasi 

sumber data sebagaimana tabel di bawah ini : 
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Tabel4.27 
Triangulasi somber data tentang upaya mengatasi hambatan 

keterbatasan informasi 
No SumberData Uraian Kesimpulan 

I. Drs Datu Jamlus Dana terbatas Upaya untuk 
Kepala Dinas penarnbahan 
Pemuda Olahraga jangkauan 
dan Pariwisata sosialisasi. 

2. Kepala Dinas Perlu menambah 
Penanaman Modal dana 
dan Perijinan 
Terpadu Satu Pintu 
Kahupaten 
Bulungan 

~ Rosalena, SE Perlu menambah ;). 

Kepala Seksi Usaha dana 
Pariwisata 

.. 
Sumber. Olahan Peneliti, 2017 
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Disamping Triangulasi sumber data di atas, indikator pembagian 

potensi juga didukung oleh hasil triangulasi teknik pengurnpulan 

data sebagaimana tabel di bawah ini : 

Tabel4.28 
Teknik Pengumpulan Data upaya mengatasi hambatan keterbatasan 

informasi 
Wawancara Observasi Dokumentasi 

Upaya untuk Observasi Program kerja dinas 
penambahan menunjukan bahwa terkait 
jangkauan akan ditingkatkan 
sosialisasi jum1ah sosialisasi 

Peraturan Daerah 
Nom or 07 Tahun 
2014 kepada pelaku 
Usaha Pariwisata di 
Kahupaten 
Bulungan 

.. 
Sumber: Olahan Penehti, 2017 

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kahupaten Bulungan 

melalui dinas teknis akan meningkatkan ketersediaan informasi bagi 
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masyarakat khusunya bagi pelaku usaha pariwisata di Kabupaten 

Bulungan dengan cam menambah jumlah anggaran di tahun 

berikumya Diharnpkan setelah adanya penambahan anggaran mtuk 

msialisasi Perntur.m D.aernh Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda 

D.aftar Usaha Pariwisata akan bertambah jumlah pendaftaran Tanda 

Dafiar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan. 

2) Keterbatasan Sumber daya 

Menurut Edward ill (1980), sumber daya memiliki peranan yang 

penting dalam implementasi kebijakan, meskipun isi kebijakan telah 

dikomunikasikan dengan baik, namun apabila kekurnngan sumber 

daya maka implementasi kebijakan tidak beJjalan dengan efektif. 

Sumber daya dalam implementasi kebijakan mencakup staf atau 

petngas yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan 

togas dan perintah dari atasan (pimpinan). 

Berdasarkan penjelasan pada indikator sumber daya dapat kita 

ketahui bahwa secara umum sumber daya manusia yang ada belum 

cukup memadai untnk melaksanakan Implementasi Kebijakan Tanda 

Dafiar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan, hal iui akan 

ditangani oleh pemerintah dengan cara menambah jumlah sumber 

daya atau staf dibidang tersebut, sebagaimana basil wawancara 

dengan Kepala Dinas Pemuda Olahrnga dan Pariwisata Drs.Datu 

Jamlus mengatakan: 

Kami akan mengupayakan penambahan staf pelaksana 
dibidang kepariwisataan, karena jumlah staf yang ada saat 
ini sangat terbatas. (wawancara tanggal 20 Juli 2017) 
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Disamping triangulasi sumber data di atas, indikator staf juga 

didukung oleb basil triangulasi teknik pengumpulan data 

sebagaimana tabel di bawah ini : 

Tabel4.30 
e engumpuan ata T knikP I D Staf 

Wawancara Observasi Dokumentasi 
Perlu adanya Berdasarkan basil Rincian 
penambahan staf observasi Pembagian tugas 
baik dari segi kualitas menrnljukan bahwa bidang 
maupun kuantitas jumlah staf di bidang kepariwisataan 

pariwisata pada seksi 
usaha pariwisata 
banya 2 (dua) dan 
direncanakan ada 
penambahan staf 
dibidang pariwisata .. 

Sumber: Olahan Peneliti, 2017 

Berdasarkan basil wawancara di atas, penambahan sumber daya 

baik dari kualitas maupun kuantitas sangat diperlukan agar 

pelaksanaan Implementsi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata 

di Kabupaten Bulungan beljalan dengan optimal. 

Dari basil penjelasan mengenai upaya pemerintah dalam 

mengatasi hambatan Implementasi kebijakan Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata di Kabupaten Bulungan dengan menambah jumlah 

alokasi anggaran terkait untuk kegiatan sosialisasi dan penambahan 

jumlah staf di Bidang Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga dan 

Pariwisata Kabupaten Bulungan. 

C. Pembahasan 

Dalam bab ini akan dibahas lebib lanjut mengenai inti dari penelitian dalam 

rangka mencapai tujuan penelitian. Pada dasamya Implementasi Kebijakan 
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Hal yang sama juga disarnpaikan Kepala Seksi Usaha Pariwisata 

lbu Rosalena,SE mengatakan : 

Upaya agar implementasi kebijakan da.pat terlaksana 
dengan lebib efektif, maka perlu adanya pena.mbahan staf 
baik dari segi kualitas maupun kuantitas.(wawa.ncara 
tanggal27 Juli 2017) 

Sedangkan pelaksana pada Seksi Usaha Pariwisata lbu 

Siti Kartika mengatakan : 

Agar efektifuya pelaksanaan lmplementasi Kebijakan 
tersebut maka perlu menambah staf pelaksana agar kegiatan 
dan program yang ada lebib maksimal. ( Wawancara 
tanggal27 Juli 2017) 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa diperlukan 

penambahan staf yang merupakan sumber yang medukung jalannya 

suatu kebijakan yang efektif. Minimnya staf yang ikut be1peran dalam 

implementasi kebijakan akan ikut be~pengaruh pada implementasi 

Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Hal tersebut da.pat di libat 

dari hasil triangulasi sumber data sebagai berikut : 

Tabel4.29 
Triangulasi somber data tentang Indikator Staf 

No SumberData Uxaian Kesimpulan 
1. Drs Datu Jamlus Akanada Perlu adanya 

Kepala Dinas Pemuda penambahan penambahan staf 
Olahraga dan Pariwisata staf baik dari segi 

kualitas maupun 
2. Rosalena,SE Perlu kuantitas 

Kepala Seksi Usaha penambahan 
Pariwisata staf 

3. Pelaksana pada Seksi Perin 
Usaha Pariwisata penambahan 

staf 
.. 

Sumber: Olahan PenehtJ.,2017 
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Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan sudah beijalan dengan 

baik,namun demikian tetap ada kendala-kendala dalam pelaksanaannya. 

Hasil penelitian dari tesis ini, didukung oleh data-data yang ditampilkan 

dan dibahas. Data tersebut merupakan data yang diolah dari berbagai sumber, 

tabel maupun gambar. Penyajian data tersebut dapat di deskripsikan sehingga 

mudah dipahami dan menemukan jawaban yang tepat untuk pertanyaan 

peneiitian. 

Adapun pernn pemerintah dalam mendukung Implementasi Kebijakan 

Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan guna tertibnya usaha

usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Bulungan melalui terbitnya 

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaba 

Pariwisata yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 

Tentang Kepariwisataan pada pasal 15 ayat (I) untuk dapat 

menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib 

mendaftarkan usahanya terlebib dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah 

Daerah. 

L Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten 

Bulungan. 

a. Proses Pelaksanaan 

Pelaksanaari Tanda Daftar Usaba Pariwisata bertujuan untuk 

menjamin kepastian hukum dan menyediakan informasi bagi yang 

berkepentin~11n dan merupakan amanat undang- undang No. 10 Tahun 

2009 tentang Kepariwisataan dari ketentnan Pasal 15 ayat (I) bahwa 
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untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata pengusaha w-Yib 

mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah. 

Proses pelaksanaan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaba 

Pariwisara di Kabupaten Bulungan telah dikomunikasikan dengan baik 

melalui sosialisasi alau pertemuan dengan pela!cu usaha pariwisala di 3 

(tiga) kecamalan yang ada di Kabupaten Bulungan dan tidak 

disosialisasikan melalui media lain seperti media celak dan elektronik. 

Kabupaten Bulungan membawahi 10 (sepuluh) kecamatan, karena 

terbalasnya anggaran yang ada pada Dinas Pemuda Olahraga dan 

pariwisala Kabupaten Bulungan sehingga hanya disosialisasikan di 3 

(tiga) kecamatan, seharusnya jika dana maksirnal sosialisasi dapat 

dilanjutkan pada Tahun berikntnya, sehingga seluruh pelaku usaba 

pariwisala memahami tujuan dari Tanda Daftar Usaha Pariwisala 

Proses pelaksanan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha 

Pariwisala dalam penyelenggarnannya tentu dipengaruhi oleh somber 

daya yang tersedia baik somber daya manusia yang memiliki 

keterampilan dan pengetahuan yang baik sebagaimana pendapat 

Nugroho (2003) implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa 

adanya dukungan dari somber daya manusia yang cukup kualitas dan 

kuantilasnya. Sebagaimana basil wawancara dengan pelaksana 

kebijakan bahwa staf yang ada di Dinas Pemuda Olahraga dan 

Pariwisala Kabupaten Bulungan pada bidang kepariwisataan hanya 2 

(dna) orang slaf sehingga pelaksanaan implementasi tidak betjalan 

dengan efekti[ Disamping itu anggaran yang tersedia terbatas sehingga 
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infonnasi tentang Tanda Daftar Usaha fasilitas minim diterima oleh 

pelaku usaha pariwisata dan juga menjadi salah satu sebab minimnya 

poodafiaran usaha pariwisata _ 

b_ Pengelolaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata 

Tanda Daftar Usaha Pariwisata merupakan dokumen resmi yang 

membuktikan bahwa usaha yang dijalankan oleh pengusaha pariwisata 

terdaftar dalam daftar usaha pariwisata. Usaha jasa pariwisata 

merupakan komoditi utama untuk menunjang kebutuhan wisatawan 

sehingga perlu adanya regulasi dan aturan yang mengatur tertibnya 

usaha-usaha pariwisata melalui Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 

2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang merupakan dasar 

bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Bulungan menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata 

namtm pelaksanaannya dilapangan belum optimal karena banyak 

pelaku usaha pariwisata belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan 

(IMB) yang merupakan salah satu syarat terbitnya dokumen Tanda 

Daftar Usaha Pariwisata. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 (tiga) pelaku usaha 

pariwisata bahwa belum semua pelaku usaha memahami dan 

mendapatkan informasi tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang 

berlaku selama lima tahun serta manfuat yang diperoleh oleh pelaku 

usaha bila usahanya didaftarkan_ 
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c. Hasil yang dicapai 

Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas 

penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah 

ditetapkan I disetujui dengan penggunaan sarana ( alat ) untuk 

mencapai tujuan kebijakan. Alat yang dignnakan untuk menyampaikan 

informasi Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata 

melalui sosialisasi atau tatap muka antara dinas teknis dengan pelaku 

usaha pariwisata dan diharapkan setelah pelaksanaan sosialisasi 

pertama pelaku usaha pariwisata memahami tujuan dan manfuat dari 

Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Kedua pendaftaran usaha pariwisata di 

Kabupaten Bulungan meningkat. Ketiga Tertib dan lancamya 

pelaksananaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan keempat usaha

usaha pariwisata yang semakin berkembang diharapakan dapat 

menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulungan. 

2. Faktor-faktor yang mengbambat Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata di Kabupaten Bulungan. 

Berdasarkan basil penelitian yang dianalisis melalui teori George C 

Edward m (1980) dapat disimpulkan bahwa faktor komunikasi dan faktor 

sumber daya berupa keterbatasan infurmasi dan keterbatasan staf menjadi 

faktor pengbambat sehingga pelaksanaaan lmplementasi Kebijakan Tanda 

Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan tidak berjalan dengan efektif 

3. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi hambatan 

Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten 

Bulungan 
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a.. Keterbatasan Infonnasi 

Menurut Goerge C. Edward III Sumber sumber penting dalam 

pelaksanan kebijakan salah satunya adalah ketersediaan informasi. 

lnfonnasi ada dua bentnk. Pertama Infonnasi bagaimana melaksanakan 

suatu kebijakan berupa petunjuk pelaksanaan dan data yang diperlukan 

untuk mengimplementasikan kebijakan serta kesanggupan ikut terlibat 

dalam implementasi kebijakan tersebut. 

Berdasarkan basil penelitian diatas dapat kita ketahui bahwa infonnasi 

mengenai lmplementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata masih 

sangat minim. Pada tahun 2015 dinas terkait hanya memberikan sosialisasi 

kepada pelaku usaha di 3 {tiga) kecamatan saja, yaitu: kecamatan Tanjung 

Selor, Tanjung Palas Utara, dan Kecamatan Bunyu. Seharusnya cakupan 

sosialisasi ini diperluas pada tahun berikutnya.. 

Menurut Cook dan Hunsaker (2007) komunikasi bertujuan untuk 

meningkatkan koordinasi, berbagi infonnasi dan pemuas kebutuhan sosial. 

Dengan demikian jika komunikasi berjalan efektif dan efisien, maka dapat 

mendul'Uilg penapaian tujuan sebuah organisasi. 

Menurut Winamo (2005) faktor - faktor yang mendorong 

ketidakjelasan infonnasi dalam implementasi kebijakan publik biasanya 

karena kompleksitas kebijakan, kurangnya konsesus mengenai tujuan 

kebijakan publik adauya masalah dalam memulai kebijakan yang bam 

sena adanya kecenderungan menghindari pertaoggungjawaban kebijakan. 

Dari basil wawancam diatas dapat kita simpulkan bahwa informasi 

yang tersedia untuk pelaku usaha sangat terbatas, sehingga pelaku usaha 
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belum memahami sepenuhnya tujuan dan manfuat dari kebijakan tersebut. 

Upaya pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan untuk mengatasi ini 

adalah dengan cara meningkatkan jumlah anggaran yang dikhnsuskan 

untuk sosialisasi secara offiine maupun online melalui media yang tersedia 

baik itu media sosial, media cetak, dll. 

b. Keterbatasan Sumber Daya 

Menurut Goerge C Edward Ill (1980), sumber daya merniliki peranan 

yang penting dalam implernentasi lrebijakan, meskipun isi kebijakan telah 

dikomunikasikan dengan baik, narnun apabila kekurangan sumber daya 

maka irnplementasi kebijakan tidak beJjalan dengan efektif. Sumber daya 

dalam irnplementasi kebijakan mencakup staf atau petugas yang rnemiliki 

keahlian dan kernampuan dalam melaksanakan tugas dan perintah dari 

atasan (pimpinan). 

Keberhasilan irnplementasi sebuah kebijakan bukan hanya ditentukan 

oleh sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus 

dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan 

dari parn pelaku kebijakan untuk memiliki kebijakan yang sedang 

diirnplementasikan.. Menurut Goe~ge C Edward Ill (1980) dalam 

mengimplementasikan sebuah lrebijakan ada beberapa indikator sumber 

daya, salah satunya adalah staf. Staf merupakan sumber daya utama dalam 

irnplementasi kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam 

implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak 

rnencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya, penambahan 

staf dan implementor saja tidak cukup. · Diperlukan kecukupan staf dalam 
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seg• keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam 

mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang 

diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. 

Berdasarkan penjelasan pada indikator swnber daya dapat kita ketahui 

bahwa secara umum swnber daya manusia yang ada belwn cukup 

memadai untuk melaksanakan Implementasi Kebijakan Tanda Dafiar 

Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan, hal ini akan ditangani oleh 

pemerintah dengan cara menambah jwnlah sumber daya atan staf dibidang 

tersebut dengan kemampuan atau keahilan yang sesuai dengan kebutuhan 

implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten 

Bulungan. 
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A. Kesimpulao 

BABV 

KESUMPULANDANSARAN 

Berdasarkan basil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

I. Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten 

Bulungan sudah beljalan cukup baik namun belum optimal, karena: 

a Komunikasi dalam implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata di Kabupaten Bulungan belum efektif terutama dari sudut 

tranmisi masih terbatas pada rapat umum berupa sosialisasi dengan 

pelaku usaha pariwisata 

b. Sumber daya minim daya dari segi kualitas maupun kuantitas, dari 

segi informasi tentang Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata 

masih kurang dilakukan dinas teknis karena terbatasnya anggaran 

pada bidang kepariwisataan dan dari segi fasilitas berupa dana belum 

SCSU3.1. 

c. Sikap pelaksana cukup siap dalam mengimplementasikan Peraturan 

Daerah tersebut namun belum optimal karena belum ada honorarium 

tim pembinaan dan pengawasan 

d. Struktur birokrasi dari segi Standart Operating Procedures atau SOP 

Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berjalan efektif karena 

terkendala persyaratan dan Fragmentasi berupa koordinasi dengan 

Organisasi perangkat Daerah terkait melalui penyelenggaraan Tanda 

Daftar Usaha Pariwisata sudah beljalan cukup baik. 
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2. Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata di Kabupaten Bulungan adalah keterbatasan informasi yang 

tersedia dan keterbatasan sumber daya yang ada, berikut ini merupabn 

penjelasannya: 

a. Keterbatasan staf baik dari segi kuantitas rnaupun kualitas yang ada 

di dinas teknis sehingga penyelenggaran Implementasi Kebijakan 

Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berrjalan dengan efuktif 

b. Kerterbatasan dana atau anggaran 

Dana merupakan unsur penting penunjang program dan kegiatan. 

Terbatasnya dana yang tersedia pada dinas teknis mengakibatkan 

minimnya pelaksanaan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata di Kabupaten Bulungan. 

3. Upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Implementasi 

Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan 

dengan cara : 

a. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan untuk: mengatasi 

permasalahan keterbatasan informasi yang diterima oleh pelakn 

usaha mengenai kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di 

Kabupaten Bulungan adalah dengan cara meningkatkan jum1ah 

anggaran yang dikhususkan untuk sosialisasi secara oftline maupun 

online melalui media yang tersedia baik itu media sosiai, media 

cetak, dll. 

b. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan untuk mengatasi 

permasalahan keterbatasan sumber daya dalam 
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B. Saran 
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Kabupaten Bulungan adalah dengan cara menambah jumlah somber 

daya atau staf dibidang tersebut dengan kemampuan atau keahilan 

yang sesuai dengan kebutuban Implementasi Kebijakan Tanda 

Daftar Usaha Pariwisata di Kabopaten Bolongan. 

Beberapa saran yang dapat disampaikan, berkaitan dengan Implementasi 

Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan sebagai 

berikot: 

l. Untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata di Kabupaten Bulungan, perlu ditingkatkan komonikasi antara 

dinas teknis dengan pelaku usaba pariwisata sehingga informasi tentang 

tojoan dan manfaat Tanda Daftar Usaha Pariwisata dapat dipahami dengan 

baik oleh pelako osaha pariwisata 

2. Pemerintah Kabopaten Bolungan kembali mengalokasikan dana untuk 

pelaksanaan sosialisasi sehingga semua pelaku usaha di I 0 (sepoluh) 

kecamatan dapat mendaftarkan usabanya 

3. Berkaitan dengan sikap disposisi pelaksana perlo adanya honorarium tim 

teknis pembinaan dan pengawasan sehingga komitmen dan sikap 

pelaksana lebih baik. 

4. Berkaitan dengan somber daya, perlo penambahan staf pelaksana sehingga 

pelaksanaan Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di 

Kabopaten Bolungan dapat beljalan dengan efektif. 
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PEDOMAN WA WANCARA 

I. PELAKSANA KEBIJAKAN 

A. Faktor Kornunikasi 

1. Media apa yang digunakan didalarn rnensosialisasikan Kebijakan Ianda 

Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan ? 

2. Apakab rnekanisrne pelaksanaan Kebijakan Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata di Kabupaten Bulungan sudah konsisten dan jelas ? 

3. Apakab tujuan,subtansi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di 

Kabupaten Bulungan sudah dipabarni oleh pelaksana kebijakan dan 

pelaku nsaha pariwisata alan target groups 

B. Faktor Sumber Daya 

L Apakab staf yang ada sudah mernadai untuk mengirnplernentasikan 

Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata diKabupaten Bulungan ? 

2. Bagairnana pendapat saudara sebagai pirnpinan ,apakab infonnasi untuk 

melaksanakan lmplernentasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata 

diKabupaten Bulungan berupa petunjuk pelaksanaan sudah dipaharni 

oleh pelaksana Kebijakan ? 

3. Bagairnana pendapat saudara,apakah wewenang yang disarnpaikan 

kepada staf sudah berjalan efektif terkaitdengan irnplementasi 

kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan ? 

4. Bagairnana rnenurut pendapat saudara,apakab fasilitas rnaupun dana 

sudah sesuai untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut ? 
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C. Disposisi Sikap pelaksana 

Bagaimana rnenurut pendapat saudara sikap dan komitrnen para pelaksana 

kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut ? 

D. Struktur Birokrasi 

1. Bagairnana menurut pendapat saudara, apakah Standard Operating 

Procedure (SOP) yang rnerupakan prosedur kelja sudah efektif? 

2. Bagaimana menurut pendapat saudara, apakah fragmentasi koordinasi 

yang dilakukan dinas teknis dan OPD terkait sudah dilaksanakan 

dengan baik ? 

E. Bagaimana rnenurut pendapat saudara upaya apa saja yang dilakukan 

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan untuk 

mengatasi hambatan lmplementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata di Kabupaten Bulungan ? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

II.PELAKU USAHA PARIWISATA ( TARGET GROUPS) 

A. Faktor Komunikasi 

Media apa yang digunakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 

Kabupaten Bulungan didalam mensosialisasikan Kebijakan Tanda Daftar 

Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan ? 

B. Apakah saudara sebagai pelak:u usaha pariwisata sudah memahami tujuan 

dan manfuat tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata ? 

C. Apakah saudara sebagai pelak:u usaha pariwisata sudah mendapatk:an 

informasi tentang kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ? 

D. Apa hambatan yang dialami pelak:u usaha pariwisata sehingga tidak 

mendaftarkan usahanya ? 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

L L Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan 

( Drs.Datu Jamlus) 

A. Komunikasi 

L Peraturan Daerab Nomor 07 Tabun 2014 Tentang Tanda Daftar 

Usaha Pariwisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintab Kabupaten 

Bulungan ditindak lanjuti melalui sosialisasi dan memperbanyak 

Peraturan Daerab tersebut dan di bagikan kepada pelaku usaba yang 

ada di Kabupaten Bulungan. 

2. Mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut sudab konsisten dan 

jelas dan terns diupayakan agar Iebih efektif 

3. Tujuan dan subtansi Peraturan Daerab tersebut sudabjelas dan sudab 

dipabami oleh pelaksana kebijakan. Dan pelaksanaannya terns 

diupayakan agar pelaku usaha dapat memabami pentingnya Tanda 

Daftar Usaba Pariwisata 

B. Sumber Daya 

L Tanda Daftar Usaha Pariwisata mernpakan dokumen yang wajib 

dimiliki oleh pengusaha Pariwisata, namun staf yang ada dibidang 

Pariwisata hanya 2 (dua) orang dan kita sudah upayakan menambah 

staf yang disiplin ilmunya pariwisata sehingga implementasi dapat 

beljalan dengan efektif 

2. Informasi mengena1 program-program, maupun mekanisme 

pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sudab di informasikan 
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kepada pelaksana dan kemudian ditindaklanjuti melalui sosialisasi 

atau tatap muka dengan pelaku usa!Ja pariwisata 

3. Saya sudah menyampaikan kepada bawahan terkait dengan program 

dalam implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di 

Kabupaten Buhmgan, agar di laksanakan sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan_ Namun proses implementasi tidak berjalan 

efektifkarena luasnya wilayah, terbatasnya dana dan minimnya staf_ 

4_ Dari segi fasilitas seperti kantor, kendaraan dinas saya rasa cukup 

digunakan sebagai operasional namun dana juga merupakan salah 

satu faktor penting yang menunjang Iancamya program maupun 

kegiatan. 

C. Sikap Disposisi 

Sikap dan komitmen para pelaksana dinilai siap namun belum sepenuh 

optimal kareua dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawsan belum 

tersedia insentif. 

D. Struktur Birokrasi 

L Standort Operating Procedures atau SOP merupakan metode atau 

prosedur kerja dibidang Pariwisata belum tersedia, selama ini kami 

hanya menggunakan Juknis Tanda Daftar Usaha Pariwisata 

2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata pelaksanaannya melibatkan birokrasi 

lain seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha pariwisata. Sejauh ini 

koordinasi berjalan cukup baik. 
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E. Upaya mengatasi hambatan 

l. Dana yang tersedia untuk pelaksanaan sosialisasi sangat terbatas, 

selain itu staf yang kami miliki juga terbatas. Untuk kegiatan 

ditahun-tahun mendatang akan kami upayakan untuk memperluas 

jangkauan sosialisasi mengenai Kebijakan tersebnt dengan cara 

menambahkan anggaran untuk sosialisasi baik yang bersifat ofline 

maupun online. 

2. Kami akan mengupayakan penarnbahan staf pelaksana dibidang 

kepariwisataan, karena jnmlah staf yang ada saat ini sangat terbatas 

12. Kepala Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Bulungan ( Drs.H.Harnidan,MS,MSi) 

A. Komunikasi 

1. Sebagai pelaksana kebijakan,kami ikut serta mensosialiasikan 

Peraturan Daearah tersebut yang merupakan paynng hukum 

penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten 

Bulungan melalui sosialisasi kepada pelaku usaha Pariwisata . 

2. Mekanisme maupun petunjuk pelaksanaan sudah konsisten dan 

sebagai dasar untuk menerbitkan Dokumen Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata. 

3. Tujuan dan subtansi yang tertuang didalarn Peratnran Daerah 

tersebnt saya rasa sudah dipahami oleh pelaksana dan pelaku 

kebijakan. 
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B. Sumber Daya 

1. Staf merupakan aset dari suatu organisasi, mmrmnya staf 

menghambat jalannya pelaksanaan program dan kegiatan. 

2. Informasi untuk melaksanakan peraturan berupa petunjuk 

pelaksanaan sudah dipahami oleh pelaku kebijakan,namun 

pelaksanaannya masing sering terdapat kendala 

3. Saya selaku Kepala Dinas, sudah menyampaikan wewenang kepada 

Kepala Bidang agar segera menindaklanjuti pelaksanaan Tanda 

Daftar Usaha Pariwisata 

4. Dana yang dialokasikan, saya rnsa belum sesuai untuk melaksanakan 

program dan kegiatan . 

C. Sikap Disposisi 

Komitmen maupun sikap para pelaksana saya rasa siap untuk ikut serta 

mengimplementasikan kebijakan tersebut 

D. Struktur Birokrnsi 

1. Standart Operating Procedures atau SOP yang merupakan petunjuk 

pelaksanaan sudah jelas namun tidak berjalan efektif khususnya SOP 

Tanda Daftar Usaha Pariwisata karena terkendala Ijin mendirikan 

Bangunan 

2. Untuk terbitnya dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata perlu 

koordinasi dengan Tim Teknis untuk menyamakan persepsi dengan 

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang merumuskan Peraturan 

Daerah tersebut. 
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E. Upaya mengatasi bambatan . 

L Dana merupakan point penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan 

agar betjalan efekti[ Oleb karena itu Pemerintah Daerah barns 

menambah dana untuk memudahkan dinas teknis melakukan 

sosialisasi baik dengan tatap muka maupnn melalui media lainnya. 

2. Harus ada penambahan staf yang berknalitas sehingga Implementasi 

kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan optimal 

1.3. Kepala Seksi Usaha Pariwisata (Rosalena,SE) 

A. Kom1mikasi 

L Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Tanda 

Daftar Usaha Pariwisata banya dilakukan di tiga kecamatan pada 

tahun2015 seharusnya disosialisasikan di 10 Kecamatan yang ada di 

Kahupaten Bulnngan 

2. Implementasi merupakan tahapan yang penting, sehingga mekanisme 

pelaksanaan kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata barns 

konsisten dan jelas 

3. Sudah cukup dipahami tujuan dan subtansi Peraturan Daerah 

tersebut, tetapi pelaksanaannya rnasih ada kendala. 

B. Sumher Daya 

I. Untuk saat ini SDM yang ada pada bidang pariwisata sangat kurang 

sebingga dalam pelaksanaan kegiatan khususnya dalam 

mengimplementasikan Kebijakan tersebut kepada pelaku usaha 

tidak sepenuhnya efekti[ 
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2. Sudah di infonnasikan melalui Kepala Bidang dan saya 

meuindaklanjuti dengan menginformasikan kepada pelaku usaha 

namun belum optimal pelaksanaannya 

3. Wewenang terkait dengan program dalam implementasi kebijakan 

sudah ditindaklanjuti dengan menyampaikan kepada staf untuk 

dilaksanakan 

4. Implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, menurut 

saya belum efektif di informasikan kepada Pelaku Usaha Pariwisata 

karena minimnya dana pada Seksi Usaha Pariwisata 

C. Sikap Disposisi 

Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan diuilai siap namun tidak begitu 

optimal karena terbatasnya anggaran dalam mengimplementasikan 

Kebijakan tersebut kepada pelaku usaha atau target group tersebut 

D. Struktur Birokrasi 

L Standnrt operating Procedm-es (SOP) belum tersedia di bidang 

kepariwisataan, sementara iui menggunakan Petunjuk Tekuis 

2. Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab khususnya 

pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sudah baik 

E. Upaya mengatasi hambatan 

L Pada Tahun 2015, kami melakukan sosialisasi hanya di Kecamatan 

Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Utara, dan kecamatan 

Bunyu dan belum bisa dilakukan 7 kecamatan lainnya di Kabupaten 

Bnlnngan Untuk kedepannya kami akan menggajukan penambahan 

dana untuk pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 07 
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Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten 

Bulungan. 

2. Upaya agar implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan lebih 

efektif; maka perlu adanya penambahan staf baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas. 

L4. Kepala Bidang Penyeleoggaraan Perijioan dan Non Perijioan 

(Drs.Kamaluddio) 

A. Komunikasi 

L Sosialisasi merupakao media yang tepat untuk menyampaikan 

kepada pelaku usaha pariwisata atau target group tentang 

Pelaksanaan Tanda Daffar Usaha Pariwisata 

2. Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan tersebut sudah konsisten dan 

jelas dan terns diupayakan agar lebih efektif 

3. Tujuao dan subtansi sudah jelas dan dipaharni oleh pelaksana 

kebijakao. Peraturan Daerah tersebut sebagai dasar dalam 

pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Namun 

pelaksanaannya terkendala 

B. Sumber Daya 

L Staf yang ada belum memadai dan perlu penambahan staf sehiogga 

kegiatan perijioan khususnya Tanda Daftar Usaha Pariwisata lebih 

maksimal 

2. Petunjuk dan mekanisme bagaimana melaksanakao kebijakao 

tersebut sudah diioformasikan oleh kepala Dinas dan ditiodak-
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lanjirti melalui kepala bidang dan diinfonnasikan kepada pelaku 

usaba namun banya di tiga lok:asi karena terbatasnya anggaran 

3. Saya sebagai kepala bidang menerima instruksi dari Kepala Dinas 

terkait dengan pelaksanaan Tanda Daftar Uaha Pariwisata dan 

sudah menyampaikan kepada bawahan untuk melaksanakan sesuai 

ketentuan 

4. Bahwa dana merupakan salab satu faktor yang menunjangjalannya 

satu kegiatan. Dinas penanaman modal sebagai dinas yang 

menerbitkan Tanda Daftar Usaba Pariwisata kepada pelaku usaha 

bersama tim teknis barns cek lok:asi untuk meninjau apakah kondisi 

dilok:asi sesuai dengan prosedur yang telab ditetapkan,namun 

mininmya dana yang tersedia mengakibatkan peninjauan kelok:asi 

tidak maksimal 

C. Sikap Disposisi 

Menurut saya sikap dan kornitmen dari pelaksana kebijakan sudah baik 

dan siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai 

petunjuk pelaksanaan 

D. Struktur Birokrasi 

I. Standart Operating Procedures atau SOP merupakan prosedur 

kerja juga menjadi dasar pelaksanaan Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata belum efektifkarena IMB yang merupakaan persyaratan 

untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum dapat 

disediakan oleh pelaku usaba pariwisata 

2. Fragmentasi sejaub ini sudah betjalan cukup baik. 
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E. Upaya mengatasi hambatan . 

1. Dinas Teknis hams mengupayakan penambahan alokasi dana 

sehingga sosialisasi dapat dilanjutkan kembali 

2. Agar pelaksanaan implementasi Kebijakan Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata di Kabupaten Bulungan lebih efektif perlu menambah 

staf yang berkualitas. 

1.5. StafPelaksana Pada seksi Usaha Pariwisata ( Siti Kartika) 

A. Komunikasi 

L Sosialisasi merupakan media yang tepat dan sekaligus tatap muka 

dengan target group sehingga pemerintah lebih efisien 

menyampaikan tnjuan daripada pelaksanaan Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata 

2. Sudah konsisten danjelas 

3. Sudah dipaharni tnjuan dan subtansi dari Peratnran Daerah Nomor 

07 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata di 

Kabupaten Bulungan. 

B. Sumber Daya 

L Dalam mendukung jalannya implementasi kebijakan dikalangan 

pelaku usaha diperlnkan staf yang memadai Dibidang Pariwisata, 

hanya 2 (orang) stafyang iknt mengawasi pelaksanaan Tanda Daftar 

Usaha Pariwisata 

2. Sndah diinformasikan namun tidak semua pelaku usaha pariwisata 

menerima informasi tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata 
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3. Saya selaku staf sudah meudapat perintah dari kepala seksi usaha 

pariwisata untuk ikut serta mengimplementasikan kebijakan 

tersebut, 

4. Dana belum memadai untuk mengimplementasikan Kebijakan 

terse but 

C. Sikap Disposisi 

Menurut pendapat saya sikap maupun komitmen para pelaksana sudah 

siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut 

D. Struktur Birokrasi 

l. Standart Operating Procedures atau SOP belum ada sementara 

menggunakan Petunjuk Teknis 

2. Fragmentasi sudah berjalan baik antara dinas teknis dan Organisasi 

Perangkat Daerah pendukung 

E. Upaya mengatasi hambatan 

l. Menambah dana untuk sosialisasi karena masih banyak pelakn usaha 

yeng belum memahami tentang Tanda Daftar U saba Pariwisata. 

2. Agar efektifnya pelaksanaan Implementasi kebijakan tersebut maka 

perlu menambah staf pelaksana agar kegiatan dan program yang ada 

lebih maksimal. 
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1.6. Ketua DPC Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRl) Kabupaten 

Bulungan ( Nurwandi, ST) 

A. Komunikasi 

Menurut saya, sosialisasi sudah merupakan media yang tepat namun 

media seperti Koran dan radio juga hams diguuakan untuk 

menyampaikan maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah tersebut. 

B. Manfaat Tanda Daftar Usaha Pariwisata 

Belum semua pelaku usaha pariwisata memahami tujuan dan manfaat 

kebijakan Tanda daftar Usaha Pariwisata dan belum semua memahami 

bahwa usahanya temasuk usaha pariwisata. 

C. Iuformasi 

Minimnya pendaftaran usaha pariwisata karena terbatasnya informasi 

mengenai Petunjuk: Tekuis dan Tata Cara Pendaftaran Usaha 

Pariwisata,dan belum semua pelaku usaha pariwisata di Kabupaten 

Bulungan mendapatkan informasi bahwa usahanya harus didaftarkan 

D. Hambatan 

Minimnya Iuformasi bahwa Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai 

payung huk:um dalam menjalankan usaha serta belum semua pelaku 

usaha pariwisata memiliki ljin Mendirikan Bangunan (1MB) sebagai 

salah satu persyaratan mendapatkan dokumen tersebut. 
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B. Manfaat Tanda Daftar Usaha Pariwisata 

Menurut saya belum pelaku usaba masih belum tahu manfaat daan 

tujuan maupun subtansi dari Kebijakan tersebut karena minimnya 

informasi,seharusnya setiap tahun ada sosialisasi. 

C. Informasi 

Informasi minim kami terima dan belum semua pelaku usaha pariwisata 

memahami bahwa ljin Mendirikan Bangunan ( 1MB) merupakan salah 

satu syarat wajib disertakan pemohon untuk mendapatkan dokumen 

Tanda Daftar Usaha Pariwisata 

D. Hambatan 

Minimnya usaba terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Perijinan 

Terpadu satu Pintu Kabnpaten Bnlungan karena kami pelaku usaha 

belum menerima informasi bahwa Ijin mendirikan bangunan juga 

sebagai syarat mendapatkan Dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata. 
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1.7. Pemilik: Hotel Grand Pangeran Khar Tanjung Selor Kabnpaten Bulungan 

( H.M.Saleh P Khar) 

A. Komunikasi 

Tatap muka melalui sosialisasi dengan dinas teknis dan pelaku usaha 

merupakan sarana yang tepat untuk menyampaikan pentingnya Tanda 

Daftar Usaha Pariwisata 

B. Manfuat Tanda Daftar Usaha Pariwisata 

Belum semua pelaku usaha pariwisata memahami bahwa salah satu 

manfuat dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai dasar 

mendapatkan pinjaman di bank untuk menambah kapasitas usaha. 

C. Informasi 

Informasi mengenai Tanda Daftar Usaha Pariwisata masib kurang, dan 

harus dilanjntkan lagi melalui tatap muka antara dinas teknis dan pelaku 

usaha pariwisata atau disosialisasik:an melalui media cetak maupun non 

cetak sehingga semua pelaku usaha memahami pentingnya doknmen 

Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai payung hukum. 

D. Hambatan 

1.8. Pemilik Tour dan Travel Tanjung Selor ( Agustina Yulianti) 

A. Komunik:asi 

Menurut saya sosialisasi merupakan media yang tepat untuk 

menyampaik:an tujuan dan mekanisme pelaksanaan kebijakan Tanda 

Daftar Usaha Pariwisata 
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B. Manfaat Tanda Daftar Usaba Pariwisata 

Menurut saya belum pelaku usaha masih belmn tahu manfaat daan 

tujuan maupun subtansi dari Kebijakan tersebut karena minimnya 

informasi,seharusnya setiap tahun ada sosialisasi. 

C. Informasi 

Informasi minim kami terima dan belum semua pelaku usaha pariwisata 

memahami bahwa Ijin Mendirikan Bangunan ( 1MB) merupakan salah 

satu syarat wajib disertakan pemohon untuk mendapatkan dokumen 

Tanda Daftar Usaha Pariwisata 

D. Hambatan 

Minimnya usaha terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Perijinan 

Terpadu satu Pintu Kabupaten Bulungan karena kami pelaku usaha 

belum menerima infonnasi bahwa Ijin mendirikan bangunan juga 

sebagai syarat mendapatkan Dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata. 
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